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RINGKASAN

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan pada SMP/SMA dikota Padang,perlu
diadakan dilakukan pembenahan terhadap administratif Pendidikkan dengan penyempurnakan berbagai
kebijakan pengelolahan menejemen Pendidikkan.terutama bagi stakeholders pendidikkan dikota
Padang.Dengan adanya pelayanan yang prima dapat diujudkan suatu pendidikkan yang bermutu dan
berkualitas juga

Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh kualitas pengendalian intern terhadap
pencapaian standar pelayanan minimum pendidikkan pada sekolah SMP/SMA di kota Padang .
Variabel dependent adalah kualitas pengendalian intern ,dan variabel independent adalah standar
pelayanan minimum pendidikkan.

Sampel penelitian ini adalah para kepala Sekolah dan tata usaha sekolah pada SMP/SMA negeri
dikota Padang berjumlah 40 orang responden yang terdiri dari 20 dari SMP dan 20 SMA. Data
dikumpulkan dengan mengunakan kuisioner yang diantarkan langsung kepada responden. Pengujian
hipotesis mengunakan metode analisis deskriptif persentase (DP) dan metode analis regresi untuk
masing-masing variabel.

Hasil penelitian menunjukan bahwa , praktek yang sehat dalam pelayanan minimum
pendidikkan dengan  indeks presentasi 76,00 %, penempatan guru/pegawai sesuai dengan
kompetensinya 76,20 % , standar penyelenggaran pendidikkan usia sekolah 85,40 %, standar proses
pembelajaran siswa putus sekolah 90,80 % dan standar kualitas siswa dan guru administratif
SMP/SMA 81,40 % . Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh tingkat kualitas pengendalian

,50,00 % - 75,00 % dengan kualifikasi baik ,berarti kualitas pengendalian intern sudah berjalan efketif



Populasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Sekolah SMP/SMA negeri
sebanyak 41 sekolah menengah SMP/SMA daﬁ tidak melibatkan SMP/SMA swasta
dikota Padang yang terdiri dari 25 SMP negeri dan 16 SMA negeri masing-masing
didistribusikan koesiner 2 eksemplar untuk Kepala Sekolah dan Tata Usaha Sekolah
yang melaksanakan kegiatan pengendalian administratif terhadap pencapaian standar
pelayanan minimum pendidikkan di kota Padang

Koefisien validitas dikatakan valid apabila nilai koefisiennya > 0,3640 (r tabel)
dan apabila < 0,3640 (r tabel) dapat dikatakan tidak valid untuk jumlah responden 30
orang (Idris 2007 : 8). Dengan kata lain bila nilainya positif atau r hitung > r tabel maka
instrumen itu dikatakan valid, dan apabila nilainya negatif atau r hitung < r tabel, maka
instrumen itu dikatakan tidak valid. Berdasarkan tabel terlihat variabel Kualitas
pengendalian Administratif memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,876, variabel pelaksanaan
standar pelayanan minimum sebesar 0,814. Dengan demikian berarti bahwa instrumen
penelitian ini semuanya adalah reliabel, sehingga dapat digunakan untuk pengumpulan
data. Data yang telah terkumpul, direncanakan akan dianalisis dengan uji klasik,yaitu
Analisis Deskriptif dan Analisis Inferensial

Pengujian hipétesis dilakukan dengan Uji Koefisien determinasi (R2) dilakukan
untuk melihat besar variasi dari variabel independen secara bersama-sama dalam
mempengaruhi variabel independen secara bersama-sama Uji F digunakan untuk menguji
apakah variabel bebas ( X ) yang digunakan dalam penelitian ini secara simultan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat ('Y ), dengan taraf keyakinan

95% dan a = 5%. Dan Uji Statistik t digunakan untuk menguji apakah variabel bebas



yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap
variabel terikat ( Y ), dengan level of significant = 5%

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh tingkat Kualitas pengendalian
administratif pada sekolah SMP/SMA di Kota Padang yaitu antara 50,00 % - 75,00 %. Jika
dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan maka rata-rata tingkat kualitas
pengendalian administratif pada SMP/SMAdi Kota Padang dalam  klasifikasi  Baik,ini
berarti Kualitas Pengendalian sudah berjalan efektif sebagaimana mestinya. nilai signifikansi
untuk variabel kualitas pengendalian administaratif sebesar 0,070 > 0,05 yang berarti
bahwa distribusi frekuensi data variabel kualitas pengendalian administaratif adalah
normal. Untuk variabel pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum diperoleh angka
signifikansi sebesar 0,083 > 0,05 yang berarti bahwa data variabel pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimum berdistribusi normal.,dilihat nilai konstanta sebesar 41,143, artinya
pada kondisi saat ini dengan tingkat kualitas pengendalian administratif konstan, pada
Pendidikan menengah SMP/SMA di Kota Padang menyatakan kecenderungan
pelaksanaan Standar Pelayanan Minimun yang meningkat.

Angka R Square (R®) sebesar 0,267 yang berarti pengaruh variabel terikat
(Independent) terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (Y) sebesar 26,7 %.
Artinya kontribusi Kualitas pengendalian Administratif terhadap Pencapaian Standar
Pelayanan Minimum pada Pendidikan menengah SMP/SMA di Kota Padang adalah
sebesar 26,7%, sedangkan sisanya sebesar 73,3 % dijelaskan oleh sebab lain-sebab lain
diluar model penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis ternyata
bahwa hipotesis kerja yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. Hal ini berarti
terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara Kualitas Pengendalian Administratif

terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan SMP/SMA
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan adalah faktor penting untuk mewujudkan sumber daya manusia
(SDM) yang berkualitas. Kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh
pendidikan karena mahalnya biaya yang dikeluarkan. Kondisi inilah kemudian
mendorong dimasukkannya usulan tentang pendidikan dalain amendemen
Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Konstitusi mengamanatkan kewajiban
pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan 20% dan Anggaran
pendapatan belanja Negara (APBN) maupun Anggaran pendapatan belanja daerah
(APBD) agar masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan.

Membangun sebuah pendidikan yang bermutu dan berkualitas
membutuhkan waktu yang cukup lama dan memakan banyak biaya, namun semua
itu akan terbayar jika pendidikan tersebut melahirkan generasi sumber daya
manusia yang berkualitas dan mempﬁnyai produktivitas yang tinggi, sehingga
dapat mengalokasikan semua potensi yang dimilikinya untuk memajukan
pembangunan khususnya di bidang pendidikan.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menetapkan adanya Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari standar isi,
standar proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana,
pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Standar Nasional Pendidikan
digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan

prasarana, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan.Belum adanya pengaturan



administratif dalam pengelolahan pendidikkan yang belum tertata dengan baik
seperti menyangkut dengan sumber daya manusia yang mengelolahnya, Untuk
memenuhi itu perlu adanya suatu sistem pengawasan

Sistem pengawasan adalah suatu proses pengamatan pelaksanaan seluruh
kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang
dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Sondang
P.Siagian). Atau sistem pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk
mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas
atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak (Suyanto)

Sedangkan fungsi umum dari suatu sistem pengawasan adalah :
*Eksplanasi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan
mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda.
«Akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk
melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah
dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.
*Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan apakah sumberdaya dan
pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu
meirang telah sampai kepada mereka. dan
*Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari
para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar dan
prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah dan atau lembaga

profesional.



Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan
memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada sekolah yang dapat mencapai
tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara
secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.

Salah satu tipe sistem pengawasan yang diperlukan untuk mencapai tujuan
secara efektif adalah sistem pengawasan intern, yaitu pengawasan yg (!ilakukan
oleh orang dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tsb. Yang dilakukan
dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in
control)

Sistem pengendalian intern ini berperan sebagai :

1. Mengetahui.jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.

2. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan
pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau
timbulnya kesalahan baru.

3. Mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal
(planning) terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang
direncanakan.

4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase/tingkat
pelaksanaan).

5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan

dalam perencanaan.




Pengendalian intern terdiri dari Accounting control dan  administratif
control . Pengendalian Intern Akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya
inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa
keakuratan data akuntansi. Contoh : adanya pemisahan fungsi dan tanggung
Jjawab antar unit organisasi.

Pengendalian Administratif dibuat untuk mendorong  dilakukannya
efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.(dikerjakan setelah
adanya pengendalian akuntansi) Contoh : pemeriksaan laporan untuk mencari

penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

Belum adanya penatausahaan pengelolahan administrasi yang teratur
dalam proses penyelenggaraan Pendidikkan disekolah menengah SMP/SMA di
kota Padang menentukan berbagai langkah-langkah kebijakan untuk pengambilan
berbagai keputusan pengelolahan pendidikkan perlu adanya pengendalian Intern
yang menjadi acuan sekaligus kriteria dalam menetapkan keberhasilan
penyelengaraan pendidikan. Oleh karena itu administratif control yang merupakan
bagian pengendalian intern  dalam pengawasan  pelaksanaan  proses
penyelenggaraan pendidikkan sangat dibutuhkan,untuk peningkatan kualitas
pendidikkan.

Dengan peningkatan kualitas pendidikkan adanya pengawasan
administaratif control tersebut mempunyai pengaruh positif ~dalam pencapaian
standar pelayanan minimum pada‘bidang Pendidikan sangat diperlukan juga
;untuk dapat mengakses kebutuhan masyarakat akan pentingnya pendidikkan

Pelaksanaan  administratif control itu berjalan dengan baik ,maka semua




stakeholders pendidikkan harus dapat bekerjasama bagaimana memberikan suatu

pelayanan minimum untuk pendidikkan yang berkualitas dalam pengelolahan

Pendidikan menengah SMP dan SMA di kota Padang.Sumber daya manusia

pengelolah pendidikkan harus benar-benar memahami,dan meningkatkan kualitas

skill/kemampuannya ,disiplin bekerja,dan mempunyai tanggung jawab .

Berdasarkan betapa pentingnya admininisratif control ~ dalam

pengelolahan administrasi pendidikkan terutama menyangkut aspek manusianya

(guru/pegawai) sekolah ,maka perlu pengendalian Intern itu diterapkan

disekolah,yang berguna untuk mengawasi segala aktifitas kegiatan dalam

mengujudkan  ketercapaian  Pelayanan ~ Minimum  Pendidikkan  .untuk

meningkatkan kinerja Pelayanan Pendidikkan

"‘Sedangkzm fungsi administratif control adalah sebagai berikut

1.Dapat dipercayai sebagai alat analisis untuk peningkatan kualitas pendidikan
pada sekolah SMP/SMA

2. Pengawasan dan penelitian yang melihat pada administratif control yang baik
mampu melindungi terhadap kelemahan manusia dan mengurangi terhadap
kelemahan manusia serta mengurangi kemungkinan kesalahan atau ketidak
beresan yang akan terjadi. Pada setiap kegiatan pada lingkungan sekolah
tersebut

3. Tidak praktis apabila akuntan untuk memeriksa secara keseluruhan dengan
keterlibatan uang tanpa mempercayai administratif control

4 Kegiatan adminisratif control berguna untuk pengambiian langkah-langkah

dalam menetapkan keputusan yang essensial terhadap suatu kebijakan yang




akan diambil pimpinan sekolah untuk menciptakan suatu kualitas pelayanan
Pendidikkan yang baik kepada masyarakat

5. Kualitas adminstratif control pada sekolah dilaksanakan sebagai tolok ukur
pengujian efectivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, dan
Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern dengan adminstratif control
untuk mempertimbangkan aspek biaya- manfaat (cost and benefit), sumber
daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan
teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

Dengan adanya permasalahan dalam proses pengelolahan pendidikkan
seperti yang telah dijelaskan diatas belum adanya penata administratif yang belum
sempurna, maka perlu fungsi administratif control diterapkan untuk melakukan
pengawasan intern.agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan .sesuai dengan
ketentuan dan aturan yang berlaku.Dengan pengendalian administratif yang
teratur dan baik akan berpengaruh terhadap pencapaian standar pelayanan
minimum Pendidikkan

Standar pelayanan minimum pendidikan yang merupakan tolak ukur
kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah. Seberapa besar
tingkat kesesuaian antara pelayanae pendidikan yang telah dilaksanakan
dibandingkan dengan standar pelayanan minimum yang harus ada dapat dijadikan
indikator untuk mengukur kinerja pendidikan yang pada akhirnya dapat
melahirkan program-program pendidikan yang lebih baik

Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan

Minimum (SPM) bidang pendidikan yang memuat target tahunan, rencana




pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD). Sedangkan target tahunan pencapaian SPM dituangkan kedalam Rencana
Kerja (Renja) pemerintah daerah, Renja SKPD, Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) rencana kerja dan anggaran SKPD sesuai klasifikasi belanja daerah..

Untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan dibutuhkan
berbagai komponen penting.,antara lain anggaran,sumber daya manusia yang
mengelolahnya,sarana dan fasilitas pendukung kebutuhan Pendidikkan,kurikulum
menejemen  pengelolahan Pendidikkan.

Penulis dalam hal ini meneliti dann segi  bagaimana pengawasan
administaratif control yang merupakan bagian dari pengendalian intern dalam
pencapaian standar pelayanan minimum pendidikan .Oleh karena itu harus
dikenal dulu apa itu Intenal control ? . kalau dalam Perusahaan pengertiannya
yaitu Suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan
alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan
untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan
kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong
dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan..

Menurut (AICPA Profesional Standard) Pengendalian Intern Adalah :
menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian
orang-orangnya. yang merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian |
intern, menyediakan disiplin dan struktur.Terdiri dari :. Integritas dan nilai etika.

Komitmen terhadap kompetensi Partisipasi dewan komisaris dan komite audit.




Struktur organisas Pemberian wewenang dan tanggungjawab. Kebijakan dan
praktik sumber daya manusia

Pada instansi pemerintah (sekolah) mengacu pada unsur Sistem
Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan sesuai
dengan PP No.60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian untern , yang meliput 5
unsur yaitu :
a. Lingkungan pengendalian
b. Penilaian risiko
c. Kegiatan pengendalian.
d. Informasi dan komunikasi.
e. Pemantauan

Menurut PP No.60 tahun .2008 yaitu Pengawasan intern merupakan salah
satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian
independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup
pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi
sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan
sejawat.Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis
penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan pembimbingan dan
konsultansi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern
pemerintah.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menerapkan setiap unsur dari Sistem
Pengendalian Intern. Perlu dievaluasi secara berkelanjutan untuk disesuaikan

dengan ketentuan yang berkembang mengikuti perubahan lingkungan. Secara



khusus,sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah, pimpinan
Instansi Pemerintah melakukan pemantauan antara lain melalui evaluasi terpisah
atas Sistem Pengendalian Internnya masing- masing untuk mengetahui kinerja dan
kualitas Sistem Pengendalian Intern serta cara meningkatkannya. Pemantauan
juga berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama sepertl
penggelapan,pemborosan, penyalahgunaan, dan salah-kelola
(mismanagement).Daftar uji pengendalian intern pemerintah dimaksudkan untuk
membantu pimpinan Instansi pemerintah, evaluator dalam menentukan sampai
seberapa jauh pengendalian intern suatu Instansi Pemerintah dirancang dan
berfungsi serta, jika perlu, untuk membantu menentukan apa, bagian mana, dan
bagaimana penyempurnaan dilakukan

Menurut D:':paretcmen Pendidikkan nasional (Kebijaksanaan Pendidikkan
2005 )pengalaman menunjukkan, bahwa pelaksananaan penyaluran anggaran dan
pertanggung jawab penggunaannya, asset masih rentan, dan banyak yang tidak tepat,
dan banyak ditemui penyimpangan, yang disebabkan lemahnya pengendalian intern
dari pimpinan dan pelayanan minimum pendidikkan yang merupakan tolok ukur
kinerja pelayanan belum maksimal schingga menjadikan lembaga Depdinas kurang
mendapatkan kepercayaan dari berbagai masyarakat . Untuk dapat mengatasi hal itu,
unsur —unsur yang terkait pada Departemen Pendidikkan nasional memerlukan alat
manajemen sebagai media pengendali, yaitu pengendalian intern dalam mekanisme
operasi dalam pelaksanaan pemberian pelayanan pendidikkan, sehingga melekat pada
setiap aktivitas yang dijalankan oleh setiap pegawai/guru disekolah yang merupakan
ujung tombak pelayanan bagi masyarakat, mulai dari pengawas sekolah,kepala

sekolah dan guru serta komite sekolah yang perlu dilibatkan untuk membangun




kepercayaan diri-sendiri dan penanaman kompetensi, serta tanggung jawab atas
pekerjaan untuk menghasilkan yang terbaik, maka pengendalian intern merupakan
suatu yang harus mutlak untuk diujudkan

Untuk mengujudkan capaian Standar Pelayanan Minimum Pendidikkan
pada Sekolah SMP/SMA di kota Padang dinilai perlu untuk memperhatikan
kualitas adminisratif control dalam mengaktualisasikan kebijakan-kebijakan
pimpinan bagaimana memberikan suatu pelayanan yang terbaik dalam mencapai
Pendidikan yang bermutu dan berkualitas.Semuanya itu tentu terkait dengan
stakeholders pendidikan tersebut. Konsep pelayanan Pendidikan vang diberikan
kepada masyarakat yaitu berdasarkan yaitu berdasarkan Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Kepmendiknas No.129.a/u/2004 tanggal 14 Oktober 2004
tentang Standar Pelayanan minimal Pendidikkan

Untuk menjamin terimplementasikannya Kepmendiknas tersebut
menetapkan bahwa proses pengendalian intern di tingkat satuan pendidikan juga
harus sejalan dengan Standar Pelayanan minimum bagi sekolah SMP/SMA. Pada
intinya internal control  harus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak
pemangku kepentingan (stakeholders) yang terwadahi dalam Komite Sekolah. .

Dengan mengimplementasi administaratif control yang berkualitas
diharapkan kinerja pelayanan minimum Pendidikkan akan terujud , sehingga dapat
dipercaya oleh stakeholders sebagai lembaga yang mampu memberikan Pendidikkan
yang bermutu dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas

Perhatian terhadap eksistensi pelayanan pada bidang Pendidikkan perlu
mendapat prioritas utama dari pemerintah karena hal ini telah menimbulkan

permasalahan dalam masyarakat. Harapan bahwa pemerintah mampu
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menunjukkan pelayanan pada bidang Pendidikkan secara optimal sekaligus
menepis citra negatif tentang pemerintah selama ini. Pemerintah tidak bisa
menghindari situasi untuk memenuhi tuntutan pelayanan pendidikkan secara
transparan pada tingkat saling pengertian. Semakin baik kualitas pelayanan
pendidikkan, maka semakin tumbuh dan kuat kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah dan sebaliknya, semakin buruk kualitas pelayanan yang diterima
masyarakat maka semakin terkubur dan hilang kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah. Hubungan sebab akibat tersebut mulai terlihat pada saat pegawai/guru
melaksanakan pekerjaannya yang ditampilkan sebagai sikap dan perilaku dalam
bekerja yang merupakan budaya kerja pegawai/guru tersebut.

Pemahaman tcrhadap Standar Pelayanan Minimum Pendidikkan
merupakan salah satu unsur yang mampu membantu pegawai dalam memberikan
pelayanan publik yang berkualitas. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk
meneliti
“Pengaruh Kualitas pengendalian intern terhadap pencapaian standar

pelayanan minimum pendidikan pada SMP/ SMA di kota Padang *

1.2.  Perumusan Masalah

Dari pernyataan tersebut di atas, dalam penelitian ini, peneliti tertarik
untuk mengangkat suatu permasalahan sebagai berikut :
/. Bagaimana pengaruh kualitas pengendalian intern terhadap capaian Standar

pelayanan minimum Pendidikan pada sekolah SMP/SMA di kota Padang

11




2. Seberapa besar pengaruh Kualitas pengendalian Intern terhadap pencapaian

Standar Pelayanan Minimum Pendidikkan pada SMP/SMA di kota Padang

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut :untuk mempelajari dan menganalisis
berbagai fakta empirik sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh
kualiatas Pengendalian Intern terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimum
Pendidikkan pada SMP/SMA di kota Padang. Sedangkan tujuan penelitian ini
adalah untuk mengungkapkan seberapa besar pengaruh Kualitas Pengendalian
Intern terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimum Pendidikkan pada

SMP/SMA dilingkungan Dinas Pendidikkan Kota Padang

1.4 Manfaat Penelitian
Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Sekolah menengah SMP/SMA di kota Padang sebagai bahan
masukan dan pertimbangan dalam mendesain dan mengiinplementasikan
sistem pengendalian intern dalam rangka meningkatkan perkembangan
dalam meningkatkan kualitas pelayanan minimum sekolah

2. Bagi Sekolah menengah umum SMP/SMA di kota Padang.merupakan
sebagai sarana efektifitas pengelolahan menejemen dan keuangan yang

berorientasi pada sistem pengendalian intern dan pengawasan yang

mempunyai tata kelola yang baik




. Dengan adanya pengawasan administatif yang dilaksanakan berpengaruh

positif untuk pengembangan dan kemajuan sckolah untuk peningkatan
mutu dan kualitas sekolah
. Pengendalian administratif membantu kelancaran proses pemberian
standar pelayanan minimum pendidikkan bagi masyarakat/siswa.
5. Mendorong kinerja Sekolah SMP/SMAdi kota Padang untuk peningkatan
kualitas Pendidikan dengan pemberian Standar pelayanan Pendidikan yang

terjangkau masyarakat
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BAB 11
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah Suatu perencanaan yang meliputi struktur
organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan
di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik
perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong
efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah
ditetapkan.(Mulyadi 1997 : 165) .Dari pengertian pengendalian intern tersebut di
atas, terdapat beberapa konsep dasar sebagai berikut :

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu.

. Pengendalian intern di jalan](an oleh orang.

(S

-~

3.Pengendalian intern diharapkan hanya dapat memberikan keyakinan yang

memadai, bukan keyakinan mutlak.

4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tiga golongan tujuan yang saling
terkait,yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi.

Tujuan sistem pengendalian intern yang efektif dapat digolongkan
sebagai berikut :

1. Untuk menjamin kebenaran data akuntansi.

2. Untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan pembukuannya.

3. Untuk menggalakan efisiensi usaha.

4. Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan
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Menurut The Statement of Auditing Standars bahwa Sistem pengendalian
intern terdiri dari rencana organisasi dan semua metode dan cara yang terkordinasi
yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk mengamankan aktiva-aktivanya
dan mengecek ketelitian dan dapat dipercaya data akuntingnya untuk
meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong ditaati kebijakan-kebijakan
yang ditetapkan pemerintah

Keberhasilan suatu sistem pengendalian ditentukan oleh seberapa jauh
sesuai dengan karakteristik organisasi. Pendekatan kontijensi menunjukan bahwa
sistem pengendalian akan lebih dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi
apabila desainnya sesuai dengan kondisi lingkungan organisasi. Sistem
pengendalian yang tidak sesuai dengan karakteristik organisasi  dapat
menimbulkan perilaku disfungsional bagi angg-ota organisasi (Pondevile, 2000
dalam Sawitri 2007)

Ikatan Akuntansi Indonesia (20017319.2) suatu proses yang dijalankan
oleh Dewan Komisaris, Manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut
ini : (a) keandalan pelaporan keuangan,

(b) efektifitas dan efisiensi operasi dan
(c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Soeseno (2009) menyatakan dengan adanya pengedalian intern maka
seluruh proses kegiatan audit, reviw, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang

memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah
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ditetapkan secara efektif dan efisiensi untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Oleh karena itu diharapkan dengan
sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja aparat
pemerintah daerah.

Komponen Pengendalian Intern menurut (AICPA Profesional Standard)

a.Lingkungan Pengendalian (control environment
b..Penaksiran Resiko (Risk Assessment)

c. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)

d.. informasi dan Komunikasi (Information and Communication
e. Pemantauan (Monitoring)

Konsep Sistem pengendalian Intern AICPA ini sangat dibutuhkan. untuk
pedoman perar_l—cangan sistem Pengendalian Intern Pemerintah , namun proses
implementasinya masih pada tahap sosialisasi dan penyiapan pedoman
pelaksanaan. Dalam penelitian ini juga menggunakan konsep sistem pengendalian
intern (internal control) yang dikeluarkan oleh Committee of Sponsoring
Organizations dari Treadway Commisions (COSO) pada tahunl1992 . Sistem
Pengendalian Intern ini terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk
memberikan manajemen mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur
ini sering disebut pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian
internal entitas (Arens, dkk 2008). sistem pengendalian yang sudah terbangun dan
dilaksanakan oleh seluruh aktor dalam organisasi mulai dari adanya kebijakan,

pembentukan organisasi, penyiapan anggaran, sarana dan prasarana, penetapan
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personil yang melaksanakan, penetapan prosedur dan reviuw pada seluruh tahapan
pembangunan.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel,para pejabat negara mulai dari menteri/pimpinan
lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan berpedoman
pada SPIP ( PP N0.60 tahun 2008) tentang sistem pengendalian intern pemerintah
terdiri dari unsur-unsur :

a. lingkungan pengendalian;
adalah menectapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran
pengendalian orang-orangnya. Yang merupakan dasar untuk semua komponen
pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Yang terdiri dari :

1. Integritas dan nilai etika

2. Komitmen terhadap kompetensi

3. Partisipasi dewan komisaris dan komite audit

4. Struktur organisasi

5. Pemberian wewenang dan tanggungjawab

6. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara
lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk

penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan
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pengendalian merupakan fondasi bagi etektifitas penerapan komponen SPIP

lainnya

b. Penilaian risiko

Kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian

tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi

risiko dan analisis risiko. Dalam penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah

terlebih dahulu menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat

kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

c. Kegiatan pengendalian

Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan

pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan

mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Kegiatan pengendalian tersebut adalah

i

2.

Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
Pembinaan sumber daya manusia,

Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
Pengendalian fisik atas aset;

Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
Pemisahan fungsi;

Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;

Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;

Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;

10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya;
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11. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta
12. Transaksi dan kejadian penting.
d. Informasi dan komunikasi
Unsur  pengendalian  intern  keempat adalah  informasi  dan
komunikasi.Instansi Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat
diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan
dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi tersebut harus
direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan lainnya
di seluruh Instansi Pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam
kerangka waktu, yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan
pengendalian intern dan tanggung jawab operasional. Pimpinan instansi
Pemerintah wajib mengindentifikasi,mencatat dan mengkomunikasikan
informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat
e. Pemantauan Pengendalian Intern
Proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang
memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera
ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui
pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi
hasil audit dan reviu lainnya.
Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud dilaksanakan menyatu dan
menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintak. Aparat pengawasan
intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) PP No.60

Tahun 2008 terdiri atas:
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a. BPKP;
b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan
pengawasan intern;
c. Inspektorat Provinsi; dan
d. Inspektorat Kabupaten/Kota
Jadi menurut SPIP PP 60/2008 bahwa Sistem pengendalian intern adalah:

1)Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan ( Bab 1 Psl 1 butir 1 PP 60 /2008)

2)Sistem pengendalian interr: (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di
lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1

butir 2 PP No.60/2008

2.2 Penanggung Jawab Sistem Pengendalian Intern

Seluruh stakeholders yang terlibat dan sangat berkepentingan dalam
pencapaian keberhasilan pengelolahan kegiatan pelaksanaan proses belajar
mengajar pada sekolah menengah umum SMP/SMA dikota Padang dalam
peningkatan kualitas siswa tenaga guru sarana prasarana ,pembiayaan yang
merupakan faktor utama' yang harus diperhatikan . Semua stakeholders
bertanggung jawab atas implementasi pengendalian intern yang memadai pada

sekolah menengah umum SMP/SMA tersebut. Namun yang paling bertanggung
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jawab pihak internal Sekolah , yaitu : Kepala sekolah sebagai top menejer atau
pimpinan yang mengarahkan dan membina para guru-siswa dalam sekolah
tersebut

Sedangkan pihak ekstern yang merupakan bagian dari stakeholdes terkait
langsung dengan fungsi pengendalian intern adalah Departemen Pendidikan
Nasional,Pemerintah Daerah propinsi/Kab/Kota,Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota,
dan unsur pengawasan eksetern diluar Institusi Pendidikan Nasional.sepertii
BPK,BPKP, Inspektorat Prov/Kab/Kota (PP N0.79 tahun 2005) dan auditor
independen (Lembaga swadaya masyrakat (LSM) Pendidikan), bilamana ditemui
praktek tidak sehat dalam sistem dan prosedur pengelolahan kegiatan Sekolah
menengah SMP/SMA di kota Fadang. Auditor independen bertanggung jawab
dalam menentukan memadai tidaknya pengendalian intetn (Restra Depdiknas

2009)

2.3 Elemen Pengendalian Intern
Menurut Mulyadi (1997:166) unsur pokok sistem pengendalian intern
adalah :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara
tegas.Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada
prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi Sistem pengendalian Intern dan fungsi

akuntansi pengelolahan dana pada Sekolah SMP/SMA
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b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan
semua tahap suatu transaksi.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan pengelolahan dana pada Sekolah
menengah umum SMP/SMA di kota Padang
Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari
pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut.
Dan prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan
dapat dipercaya mengenai realisasi penggunaan dana Sekolah SMP/SMA.

3.Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

24 Kualitas Pengendalian Intern

Menurut Gaspersz (1997:5) bahwa: “Pada dasarnya kualitas mengacu
kepada keistimewaan pokok, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan
atraktif yang memenuhi keinginan dan kepuasan pelanggan serta segala sesuatu
yang bebas dan kekurangan dan kerusakan” Triguno (1997:76) mendefinisikan
kualitas sebagai: “Suatu standar yang harus dicapai oleh seorang, sekelompok,
lembaga, organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja,
proses dan hasil kerja atau produk yang berupa barang dan jasa”. Dan selanjutnya
Berkualitas mempunyai arti memuaskan kepada yang dilayani, baik internal
maupun ekstemal dalam anti optimal pemenuhan atas
tuntutan masyarakat”.

Kualitas Pengendalian Intern adalah bagaimana sistem ini memberikan

pelayanan dalam menciptakan kualitas Pendidikan yang bermutu dalam
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pelaksanaan pendidikan menengah SMP/SMA sederajat,dengan memberikan
suatu standar pelayanan minimum Pendidikan (SPM ) yang dibutuhkan
masyarakat (Buku panduan Dirjen Dikdasmen Diknas tentang pendidikan
menengah SMP/SMA tahun 2007)

Kualitas Sistem pengendalian intern disini dilihat dari kualitas
administrasi control (AICPA Propesional Standard) yaitu praktek sehat dalam
pelayanan Pendidikan dan penempatan para guru dan pegawai sesuai dengan
kompetensinya.Dengan pengaturan seperti itu diharapkan kualitas mutu
Pendidikan di kota Padang akan meningkat terutama pada tingkat keluiusan dalam
ujian nasional yang dijadikan standar kualitas sekolah. .Kualitas administratif
control berjalan dengan baik dan sesuai aturan akan memudahkan bagi pimpinan

~ sekolah untuk membina para guru/pegawainya

2.5 Pengertian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan

Adalah spesifikasi teknis sebagai patokan pelayanan minimum yang
wajib dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan kegiatan
persekolah dibidang pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah
satu isu sentral dalam pengelciaan pendidikan nasional dewasa ini. Kebutuhan
terhadap peningkatan mutu yang bertumpu pada akuntabilitas sekolah.
Departemen Pendidikan Nasional juga melakukan penambahan orientasi
manajemen persekolahan yang sebelumnya didominasi oleh pusat menjadi
manajemen berbasis sekolah atau yang dikenal dengan istilah manajemen

peningkatan mutu berbasis sekolah. Konsep judul didasari oleh pernikiran bahwa
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otonomi pendidikan pada akhimya ada di sekolah. Dengan pemberian
kewenangan kepada sekolah diharapkan akan mengakselerasi usaha-usaha yang
lebih sistematis terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui pemberian
sejumlah besar kewenangan yang selama ini ditangani oleh pemerintah pusat,
propinsi dan kabupaten/kota.

Dalam rangka peningkatan pelayanan, pemerintah telah menetapkan
Standar Pelayanan Minimum yang merupakan tolak ukur yang harus dicapai.
Standar Pelayanan Minimum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh
setiap warga secara minimal. Dalam penerapannya SPM harus menjamin akses
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai
dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan o‘lﬁeh pemerintah. Oleh karena itu baik
dalam perencanaan maupun penganggaran wajib diperhatikan prinsip-prinsip
SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat
dipertanggungjawbkan serta mempunyai batas waktu pencapaian (PP No.65/2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM). Pelaksanaan PP ini antara
lain dimaksudkan untuk :

1. Terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu peiayanan dasar dari
Pemerintah dengan mutu tertentu.
2. Menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk

menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat dijadikan dasar

penentuan kebutuhan pembiayaan daerah.

24




3. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses

penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Namun demikian, dalam pemberian Standar Pelayanan Pendidikkan
mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikkan Nasional Nomor :129a/U/2004

yang tujuannya untuk menjamin mutu Pendidikkan

Semangat standarnisasi itu pula yang tercermin dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 25/2000. tersebut secara umum menunjukkan kewenangan
pemerintah pusat dan propinsi dalam menyusun standarnisasi dalam berbagai
aspek pengelolaan pemerintahan. Salah satunya adalah penyusunan standar
pelayanan minimum. Pasal 2 ayat (4) PP No. 25/2000 menyebutkan bahwa
pemerii.iah pusat berwenang menetapkan pedoman untuk menentukan standar
pelayanan minimal dalam bidang yang wajib terlaksanakan oleh kabupatcn/kbta.
Dengan dasar itu, salah satu bentuk standarnisasi yang diperlukan saat ini adalah
Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang pendidikan.yang memuat standar
pelayanan kelompok wajib usia sekolah,standar wajib sarana sekolah kebutuhan
guru untuk memenuhi kuato kekurangan gurubuku pegangan siswa,jumlah
maksimum siswa dikelas,kualifikasi guru yang mengajar

Setiap sekclah harus bisa memotivasi masyarakat disekitarnya untuk
peduli terhadap kemajuan sekolah dalam artian bahwa kemajuan sekolah tidak
hanya dibiarkan kepada Kepala Sekolah bersama guru yang mengajar di sekolah
tersebut, tapi juga menjadi perhatian dan masukkan dari masyarakat di sckitar

sekolah.




Menurut Dahou (2002) ada beberapa ketentuan yang harus diterapkan
dalam rangka disentralisasi pendidikan :
1. Peningkatan effektifitas keputusan berkaitan dengan kebijakan pendidikan,

baik ditingkat sekolah maupun sistem
2. Ketentuan penggunaan sumber daya lebih effisien
3. Kuantitas dan kualitas pengajaran yang meningkat
4. Pengembangan kurikulum yang lebih sesuai dengan tuntutan sosial dan tenaga
kerja dimasa yang akan datang

5. Menghasilkan siswa secara kuantitas dan berkualitas

Indikator Standar Pelayanan Minimum untuk meningkatkan kualitas
pendidikan pada sekolah menengah SMPF/SMA Sesuai dengan (Pedoman
Penjaminan Mutu Sekolah menengah umum SMP/SMA pada jenjang Pendidikan
Dasar  dan Menengah /Dikdsamen tahun 2007),bahwa SMP/SMA  adalah
sekolah yang sudah memenuhi dan melaksanakan standar nasional pendidikan
yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar
pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar
pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.yang dasar minimum
yang harus dipenuhi oleh sekoizh SMP/SMA. Selanjutnya aspek-aspek SNP
tersebut diperkaya, diperkuat, dikembangkan, diperdalam, diperluas melalui
adaptasi atau adopsi standar pendidikan tersebut

Bahwa untuk menjamin terwujudnya mutu pendidikan yang

diselenggarakan daerah, perlu menetapkan standar pelayanan minimal (SPM)
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bidang pendidikan (Keputusan Menteri Pendidikkan Nasional Nomor 129
a/U/2004 ) yaitu Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan adalah tolak ukur
kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah. yaitu pelayanan dasar
kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memenuhi dan mengurus

kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;

2.6 Pengertian Sekolah Menengah umum SMP/SMA

Sekolah sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa elemen, yang antara
satu elemen dengan elemen lainnya saling berkaitan dan saling pengaruh
mempengaruhi. Sebagai contoh, kepala sekolah adalah salah satu elemen sekolah.
Kepala sekolah akan berhubungan secara timbal balik dengan elemen-elemen lain
Terutama d_alam pemberian pelayanan Pendidikkan bekerjasama dengan komite
sekolah. Dalam konteks ini, faktor orangtua dan masyarakat juga memegarng
peranan yang amat penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Orangtua dan
masyarakat serta elemen pemangku kepentingan (stakeliolder) merupakan
masukan lingkungan yang ikut berpengaruh terhadap kinerja sekolah sebagai
suatu sistem (Suparlan, 2005: 61).

. Kinerja sekolah akan dipengaruhi oleh kinerja para guru yang mengajar
di sekolah itu. Demikian juga sebaliknya. Sekolah sebagai suatu sistem terdiri atas
beberapa elemen sebagai berikut: peserta didik (anak didik, siswa) , kepala
sekolah , pendidik atau guru Staf tata usaha dan kurikulum serta fasilitas
pendidikan lainnya. Adapun Sekolah dengan pendidikan menengah SMP/SMA

adalah Suatu Proses pembelajaran untuk tingkat menengah yang merupakan
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kelanjutan program wajib belajar 9 tahun yang bertujuan untuk menghasilkan
siswa dengan kelulusan yang tingkat pengetahuan dalam tahan untuk persiapan
melanjutkan kejenjang perguruan tinggi,dengan kurikulum pembelajaran dengan

standar nasional yang ditetapkan Depdiknas

2.7 Kinerja Sekolah menengah umum SMP/SMA di kota Padang

Mangkunegara (2000:67) mengemukakan bahwa pengertian kinerja
adalah “Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang
pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya”

Adalah merupakan sikap dan perilaku pengelolah Kegiatan Sekolah
menrengah umum SMP/SMA melaksanakan tugas dan &ewajiban sesuai dengan
wewenang dan bertanggung jawab masing-masing berdasarkan moral dan etika
tidak melanggar hukum dalam mencapai tujuan dari sekolah menengah umum
SMP/SMA tersebut (Buku pedoman pengelalahan SMP/SMA Depdiknas tahun
2007).Kinerja Sekolah SMP/SMA tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor
antara  lain  prasarana dan sarana yang memadai teknlogi
informasi/komunikasi,pengelohan kemampuan menejemen,Skill/keahlian,motifasi
kerja,kepuasan jabatan( Hidayat dan Surcherly 1986:91)

Kinerja Sekolah menegah umum SMP/SMA akan berhasil apabila
Pelaksanaan proses PBM itu secara transparan,akuntabilitas dan bertanggung
jawab tidak hanya Pemerintah saja , kepada masyarakat untuk sebagai control

sosial yang diutamakan .Dengan ini peran dari masyarakat (komite sekolah) harus
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dapat bekerja sama dan bersinergis dengan pihak sekolah untuk mencarikan
sumber keuangan  sekolah.Dengan terujudya dua komponen dana pendukung
Sekolah tersebut, pemerintah dan masyarakat ini, maka tidak sulit untuk
mengujudkan suatu keterlaksanaan Standar Pelayanan minimum dalam bidang
Pendidikan yang dibutuhkan masyarakat.Masalah pelaksanaan kegiatan dan
pembiayan dan memberikan standar pelayanan minimum terbaik merupakan

ukuran keberhasilan kinerja. Sekolah tersebut

2.8  Kerangka teoritis

Dalam rangka peningkatan kualitas pengendalian intern yang berfokus
pada admintratif control dalam pengelolahan Pendidikkan pada jenjang
Pendidikkan nwnenga}; SMP/SMA yang bertujuan untuk membenahi secara
administrasi tata kelola pelayanan pendidikkan yang diberikan sekolah dalam
mengujudkan mutu pendidikkan disusun standar pelayanan minimum bidang
pendidikan yang merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang
diselenggarakan pemerintah.

Untuk memenuhi kepentingan semua itu,maka konsekuensinya adalah
dengan menyediakan biaya yang cukup tinggibaik  sekolah,komite
sekolah,daerah,pusat dan lainya,dengan pemberian bantuan dana blockgrant
dalam bentuk sharing dengan pemerintah daerah tingkat Propinsi dan
Kabupaten/Kota dalam jangka waktu tertentu.Semuanya itu diperlukan Sumber
daya manusia yang potensial,yang mempunyai skill dan memiliki sikap

bertanggung jawab dalam pengelolahannya, seperti kualitas guru/pegawai dalam
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proses pembelajaran dan penataan adminisratif sekolah terutama dalam rangka
pemberian pelayanan minimum pendidikkan yang dapat diakses semua lapisan
masyarakat

Pengendalian intern sangat diperlukan dalam mengujudkan Standar
pelayanan minimum pendidikkan tersebut.Dalam hal pengendalian administratif
untuk membuat berbagai kebijakan administrasi dalam pemberian pelayanan
Pendidikkan tersebut misalnya . Penegakan integritas dan nilai etika dalam
pemberian pelayanan komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan yang kondusif;
pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;pendelegasian
wewenang dan tanggung jawab yang tepat;penyusunan dan penerapan kebijakan yang
sehat tentang,pembinaan sumber daya manusia; perwujudan peran aparat pengawasan
intern yang efektif;, hubungan kerja yang baik dengan Insta”nsi Pemerintah maupun
dengan masyrakat terkait.pengelolahan administratif’ keuangan sekolah yang teratur
,penanaman disiplin kerja aparatur

Namun demikian secara logis, kemungkinan pengaruh Kualitas sistem
pengendalian intern yang memadai diharapkan Sekolah SMF/SMA  dapat
mengujudkan suatu ketercapaian dalam pelayanan minimum Pendidikan sesuai
dengan kemampuannya. Dalam mengujudkan suatu keberhasilan untuk
meningkatkan kualitas pendidikan antara lain untuk

a. Pencapain Misi, dan tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan Sekolah,
pimpinan sekolah wajib menerapkan setiap unsur dari Sistem

Pengendalian Intern tersebut.

b. Untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern tersebut sudah

dirancang dan diimplementasikan dengan baik, dan secara memadai
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diperbaharui untuk memenuhi keadaan yang terus berubah perlu dilakukan

pemantauan secara terus-menerus.

Dengan pengaruh kualitas pengendalian administtasi yang memadai
berpengaruh pada pencapaian kinerja Pelayanan dalam bidang Pendidikkan tentu
diharapkan kepada penanggung jawab Pendidikkan yaitu Pemerintah dan
shatacholders lainnya akan saling bekerjasama ,untuk kelancaran pengelolahan
sekolah dengan pemanfaatan dana Pendidikkan seefisien mungkin, perlu kinerja
Sekolah diutamakan dan ditingkatkan untuk mengujudkan Pendidikan yang
berkualitas

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa sistem
pengendalian intern yang memadai akan berpengaruh terhadap ketercapaian
pelayanan minimum Pendidikan bagi peningkatan kinerja Sekolah SMP dan SMA

di kota Padang

Berdasarkan kerangka analisis yang telah diungkapkan di atas, maka dapat

digambarkan hubungan antar variabel seperti pada gambar berikut :

Gambar 2. Kerangka Kerja Teori

Kualitas Pengendalian Ketercapaian Standar
Administratif SN ) Pelayanan Minimum
(X1) Pendidikan
(Y)

31




2.10

Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis
dalam penelitian ini adalah Kualitas Pengendalian Administratif
berpengaruh positif dan signifikan dalam pencapaian Standar Pelayanan

Minimum Pendidikan .
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BAB 111
METODE PENELITIAN

3.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Sekolah SMP/SMA negeri
sebanyak 41 sekolah menengah SMP/SMA dan tidak melibatkan SMP/SMA swasta
dikota Padang yang terdiri dari 25 SMP negeri dan 16 SMA negeri masing-masing
didistribusikan koesiner 2 eksemplar untuk Kepala Sekolah dan Tata Usaha Sekolah
yang melaksanakan kegiatan pengendalian administratif terhadap pencapaian standar

pelayanan minimum pendidikkan di kota Padang

3.2. Sampel

Pengumpulan sampe! data penelitian diambil pada Sekolah menengah SMP/
SMA negeri di seluruh wilayah kecamatan di kota Pad;mg yakni Kecamatan Padang
Barat, Padang Timur, Padang Selatan, Padang Utara, Kuranji, Pauh, Lubuk Begalung,
Lubuk Kilangan, Bungus Teluk Kabung, Nanggalo dan Koto Tangah.
Pemilihan sampel ini didasarkan kepada :
1. Sesuai dengan tujuan penelitian yang dilaksanakan
2. Keleluasaan waktu dalam melakukan penelitian
3. Fleksibilitas penulis terhadap responden penulis

4. Penghematan dari segi dana dalam melakukan penelitian

Adapun sampel penelitian terlihat pada tabel berikut :
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Tabel 3.1 Sampel Penelitian

Kecamatan

Sekolah

Ket

Padang Barat

. SMPN 01 Padang

. SMPN 01 Padang

. SMPN 03 Padang

. SMAN 01 Padang

. SMAN 02 Padang

Padang Selatan

. SMPN 20 Padang

. SMPN 35 Padang

. SMAN 06 Padang

Padang Timur

. SMPN 05 Padang

. SMPN 08 Padang

. SMPN 09 Padang

Padang Utara

. SMPN 07 Padang

. SMPN 25 Padang

. SMAN 03 Padang

_SMAN 10 Padang

Lubuk Begalung

. SMPN 11 Padang

. SMPN 17 Padang

. SMPN 33 Padang

. SMAN 04 Padang

Nanggalo

. SMPN 12 Padang

. SMPN 22 Padang

. SMAN 12 Padang

Koto Tangah

. SMPN 13 Padang

. SMPN 16 Padang

. SMPN 34 Padang

SMAN 07 Padang

. SMAN 08 Padang

| B W Ra = W (b= [n | LI |8 | [ LI | BN | = | L3 [ D [ = LI (DN = [ n | 5 |9 | B | =

SMAN 13 Padang

10

11

Kuranji

. SMPN 10 Padang

. SMPN 18 Padang

. SMPN 28 Padang

LB | =

. SMAN 05 Padang

5.SMAN 16 Padang

Pauh

115

SMPN 15 Padang

2

SMAN 09 Padang

Lubuk Kilangan

1

SMPN 21 Padang

2.

SMAN 14 Padang

3.

SD 20 Indarung

Bungus Tekab

1

SMPN 19 Padang

2 SMAN 11 Padang

Sumber Diknas Kota Padang
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Dari seluruh data yang diperoleh untuk penelitian tersebut, seluruh Kepala
Sekolah dan Kepala Tata Usaha Sekolah yang bersangkutan dijadikan sebagai sampel
penelitian, dengan demikian jumlah sampel penelitian sebanyak 82 sampel yang terdiri
yang didistribusikan 50 eksemplar untuk 25 SMP Negeri dan 32 eksemplar untuk 16
SMA Negeri dalam sebelas kecamatan dalam kota Padang masing-masing sekolah

mendapat 2 eksemplar

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni dengan Agustus 2010 dan
tempat penelitian dilakukan langsung pada SMP/SMA dikota Padang, kepada seluruh
Kepala sekolah dan Kepala Tata Usaha sekolah.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya serta kerangka
analisis yang disiapkan maka model penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan
pendekatan korelasional. Pendekatan korelasional dilakukan untuk melihat hubungan
antar variable berdasarkan fenomena yang teramati dilapangan.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian
korelasional. Irianto (1998;67) menyatakan bahwa penelitian korelasional merupakan
penelitian untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya,
untuk mengetahui besarnya hubungan atau konstribusi variabel bebas terhadap variabel
terikat tersebut diperlukan perhitungan dalam bentuk koefisien korelasi.

Penelitian ini merupakan studi Ex Post Facto, karena penelitian ini dilakukan
untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang melalui
data tersebut untuk menemukan faktor-faktor yang mendahului atau menentukan sebab-

sebab yang mungkin atas peristiwa yang diteliti.
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Pendekatan analisisnya adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan tentang
adanya satu variabel melalui angka-angka. Jenis statistik yang dipakai adalah inferensial

yaitu menggeralisasikan hasil penelitian yang ada pada sampel bagi populasi.

3.3. Definisi Operasional

Secara operasional variabel perlu didefinisikan yang bertujuan untuk
menjelaskan makna variabel penelitian. Indriantoro (2002 : 61)memberikan pengertian
tentang definisi variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai.
Sedangkan pengertian definisi operasional adalah penentuan construct sehingga menjadi
variabel yang dapat diukur (Indrianto 2002 .69). Variabel dapat diukur dengan berbagai

macam nilai tergantung pada construct yang diwakilinya.

Variabel penelitian terdiri dari dua variabel yaitu

a. variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat.Variabel
bebas dalam penelitian ini adalah Kualitas pengendalian Intern dengan indikator
pengukuran praktek yang sehat dalam Pelayanan Pendidikkan dan penempatan
guru/pegawai sesuai dengan kompetensinya. (Pedoman pengendalian internal

Depdiknas RI tahun 2004).

b. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi variabel bebas,dalam
penelitian ini variabel terikatnya adalah Standar Pelayanan Minimum
Pendidikkan yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikkan Nasional No.
No.129a/U/2004) tanggal 14 oktober 2004 dengan indikator pengukuran standar
penyelenggaraan Pendidikkan,standar proses pembelajaran bagi siswa putus

sekolah ,standar kualitas guru
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3.4. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka data yang diperlukan adalah data yang
memenuhi unsur- unsur antara lain : objektif, subjektif, sistematis, rasional, oleh scbab
itu peneliti disini membagi dua jenis data yaitu :

+ Data Primer diperoleh dari hasil survei di lapangan dengan menggunakan metode
kuesioner, dan wawancara secara mendalam (indepth interview) untuk
memperoleh jawaban dan tanggapan dari responden (data yang diperoleh dari
studi lapangan dengan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan dengan
permasalahan penelitian).

e  Data Skunder adalah data yang diperoleh dari/dikumpulkan dari pihak lain yang
schubungan dengan permasalahan penelitian, data skunder umumnya diperoleh
dari arsip-arsip lain yang relevan dengan materi pembahasan

. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan sumber mengganakan beberapa
teknik yaitu:

Pertama, Teknik interview (wawancara), wawancara yang dilakukan menggunakan
tehnik berbentuk kerucut artinya mulai dari Pucuk Pimpinan unit kerja
sampai pelaksana lapangan tentang jenis data sekolah yang dibantu Dana
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk rehab SD/SDLB dan MI di Kota
Padang dengan melihat Dokumen.

Kedua, Tehnik Observasi (pengamatan), peneliti disini mengamati langsung
beberapa sekolah SMP/SMA  Negeri yang menjadi sampel dalam
penelitian ini

Ketiga, Tehnik Studi Dokumenter (surat-surat dokumen administrasi, arsip, dan

lain-lain) didalam hal ini peneliti mengcopy arsip dan dokumen yang
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menyangkut pengendalian administratif dan standar pelayanan minimum

pada Dinas Pendidikkan kota Padang.

3.5. Instrumen Penelitian

Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang
disusun menggunakan model Skala Likert. Model Skala Likert yang akan digunakan
memiliki 5 option pilihan jawaban untuk alat ukur variabel Dana Alokasi Khusus dan

Standar Pelayanan Minimum, yaitu terdiri atas :

1. Alternatif jawaban a (Selalu) yang diberi skor nilai 5

2. Alternatif jawaban b (Sering) yang diberi skor nilai 4

3. Alternatif jawaban ¢ (Kadang-Kadang) yang diber: skor nilai 3
4. Alternatif jawaban d (Jarang) yang diberi skor nilai 2

5. Alternatif jawaban e (Tidak Pernah) yang diberi skor nilai 1

3.6. Pengujian Instrumen Penelitian
1.  Uji Validitas

Pengujian validitas instrumen dilakukan melalui uji coba kuesioner dilapangan
untuk melihat validitas masing-masing item soal berdasarkan indikator yang telah
ditetapkan dan ini merupakan uji validitas yang sangat sederhana.

Untuk mengetahui validitas instrumen terhadap item-item pernyataan digunakan

rumus Korelasi Product Moment Pearson, yaitu :

r= Q- QAN (1)
JoY 2 =00y v - nh)
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Dimana :

r = Koefisein Korelasi

x = Tanggapan responden terhadap setiap pernyataan

y = Total tanggapan responden terhadap seluruh pernyataan

n = Jumlah pernyataan

Koefisien validitas dikatakan valid apabila nilai koefisiennya > 0,3640 (r tabel)

dan apabila < 0,3640 (r tabel) dapat dikatakan tidak valid untuk jumlah responden 30
orang (Idris 2007 : 8). Dengan kata lain bila nilainya positif atau r hitung > r tabel maka
instrumen itu dikatakan valid, dan apabila nilainya negatif atau r hitung < r tabel, maka
instrumen itu dikatakan tidak valid.

Rekapitulasi hasil pengolahan data tersebut sebagaimana terdapat dalam tabel

3.3 berikut :

Tabel 3.2 Uji Validitas Butir Instrumen Penelitian

. i Jumlah Butir Butir
ke Yoy Butir | Valid | Gugur
1 Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus i7 17 0
(DAK)
2 | Pelaksanaan Standar Pelayanan 11 11 0
Minimum (SPM)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa semua bntir instrumen yang diujicobakan
untuk setiap variabel ternyata semuanya valid, sehingga dapat digunakan untuk

pengumpulan data.

2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui keandalan dari butir-butir
pernyataan instrumen dari waktu ke waktu. Untuk mengukur reliabilitas suatu instrumen

menggunakan Altha Cronbach dengan rumus :
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Dimana :

r;; = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pernyataan
o? = Varians total

t

2 . .
o, =Jumlah varians butir

Arikunto (2002 : 154) menyatakan bahwa Uji reliabilitas adalah suatu uji yang
menunjukkan pada pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk
digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik/valid.
Reliabilitas dapat juga dikatakan adalah suatu uji yang menunjukkan sejauhmana
pengukuran itu dapat memberikan hasil yang relatif, tidak berbeda bila dilakukan
pengulangan pengukuran terhadap subjek yang sama dan uji ini hanya dapat dilakukan
pada pcrtanyaan-pertan;aan yang valid saja. Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat
diandalkan. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha atau
Cronbach’s Alpha (r Alpha). Alat pengumpul data dinyatakan handal apabila memiliki
koefisien reliabilitas (» Alpha) bertanda positif dan nilainya lebih besar dari nilai r tabel
atau nilai r product moment.

Hasil analisis reliabilitas dengan koefisien Alpha Cronbach menunjukkan nilai r
alpha semua variabel bernilai positif, dengan perincian sebagaimana terdapat dalam

tabel 3.3 berikut ini :
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Tabel 3.3 Uji Reliabilitas Butir Instrumen Penelitian Reliabilitas Butir
Instrumen Penelitian

. Koefisien
No Variabel Alpha Keterangan
1 Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 0,877 Reliabel
2 | Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum 0,813 Reliabel
(SPM)

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat variabel Kualitas pengendalian
Administratif memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,876, variabel pelaksanaan standar
pelayanan minimum sebesar 0,814. Dengan demikian berarti bahwa instrumen
penelitian ini semuanya adalah reliabel, schingga dapat digunakan untuk pengumpulan

data.

3.7. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul, direncanakan akan dianalisis dengan uji klasik, uji
tersebut adalah :
1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk maksud memberikan gambaran tentang
kecenderungan data. Analisis deskriptif merupakan bagian dari perhitungan statistik
dasar, yakni berkenaan dengan mean, median, standar deviasi, modus, skor maksimum
dan skor minimum.

Tingkat pencapaian responden terhadap penyebaran kuisioner yang dilakukan,
maka pada bagian deskripsi ini akan tergambar persentase dan kategori pencapaian
responden tersebut. Untuk dilakukan dengan rumus yang dikemukakan oleh Sudjana

(1996:335), sebagai berikut :

_ Skor Rata — rata
Skor Maksimum
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Ket : TP = Tingkat pencapaian responden

Dengan kriteria nilai tingkat pencapaian responden diklasitikasikan sebagai

berikut :
Persentase Pencapaian Kriteria
90 % - 100 % : Sangat baik
80% = 89 % : Baik
65%- 79 % : Cukup
55%- 64% : Kurang
0%- 54% : Tidak baik

2. Analisis Inferensial
Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan analisis inferensial, berupa regresi
sederhana dan korelasi product moment. Analisis Regresi dilakukan bila hubungan dua
variabel berupa hubungan kausal atau fungsional.
Sebelum analisis inferensial dilakukan, perlu dilakukan uji persyaratan analisis.
Adapun uji persyaratan analisisnya adalah:
a. Uji normalitas
Pengujian ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah data yang berasal dari
populasi yang terdistribusi normal atau tidak. Uji Normalitas menggunakan
Metode Kolmogorow—Smirnov (Idris, 2007 : 81). Kriteria pengujian pada o =
0,05, sebagai berikut :
1. Jika nilai Sig. Uji Kolmogorow-Smirnov > 0,05 berarti distribusi data sampel
dinyatakan normal
2. Jika nilai Sig. Uji Kolmogorow-Smirnov < 0,05 berarti distribusi data sampel

dinyatakan tidak normal
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b. Uj Homogenitas
Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah data penelitian berasal dari
variansi yang sama (homogen). Uji homogenitas pada prinsipnya bertujuan untuk
menguji apakah sebuah grup data mempunyai varians yang sama diantara anggota
grup. Uji homogenitas menggunakan Uji Levene dengan melihat nilai Sig. Pada
tabel Levene's Test Equality Of Error Variances dan kriteria pangujian sebagai
berikut :
Jika nilai Sig. > 0,05 berarti data penelitian berasal dari variansi yang sama
(homogen)
I. Jika nilai Sig. < 0,05 berarti data penelitian berasal dari variansi yang tidak

sama (tidak homogen)

c. Uji Linearitas

Uji linearitas untuk mengetahui apakah masing-masing data membentuk garis

linear. Pengujian linearitas garis regresi dengan teknik regresi sederhana.

Pengujian hipotesis
1) Uji Koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk melihat besar variasi dari
variabel independen secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel

independen secara bersama-sama dengan humus sebagai berikut :

R2 = JKI

JKy

Dimana
JK r :Jumlah kuadrat regresi
JK y : Jumlah total kuadrat
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2) Uji Simultan (Uji F)

3)

[Jji F digunakan untuk menguji apakah variabel bebas ( X ) yang digunakan

dalam penelitian ini secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

variabel terikat ( Y ), dengan taraf keyakinan 95% dan o = 5%.

Uji Parsial (Ujit)

Uji Statistik t digunakan untuk menguji apakah variabel bebas ( X ) yang

digunakan dalam penelitian ini secara parsial memiliki pengaruh signifikan

terhadap variabel terikat ( Y ), dengan level of significant = 5%.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Informasi Umum Kota Padang
4.1.1. Keadaan Geografis

Kota Padang adalah ibukota Propinsi Sumatera Barat terletak pada posisi
00°44°00” - 01°08°35” Lintang Selatan serta 100°05°05” dan 100°34°09” Bujur Timur
dan berada di pantai barat pulau Sumatera, dengan luas wilayah darat 694,96 Km? dan
luas wilayah laut lebih kurang 720 Km? merupakan perpaduan dari wilayah daratan,
perbukitan dan aliran sungai, mempunyai panjang pantai 68,126 Km?* dengan ketinggian
rata-rata 4 meter diatas permukaan laut.

Dari keseluruhan luas Kota Padang sebagian besar atau 51,01% berupa hutan
yang dilindungi oleh pemerintah. Berupa bangunan dan perkarangan seluas 62,88 Km?
atau 9,05%, sedangkan yang digunakan untuk lahan sawah seluas 52,25 Km? atau
7,52%.

Selain daratan pulau Sumetera, Kota Padang memiliki 19 pulau dimana yang
terbesar adalah pulau Bintangur seluas 56,78 ha, kemudian pulau Sikuai seluas 48,12 ha
dan pulau Toran seluas 33,67 ha. Ketinggian wilayah daratan Kota padang sangat
bervariasi, yaitu antara 0 — 1.853 m diatas permukaan laut dengan daerah tertinggi
adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Kota Padang memiliki banyak sungai, yaitu 5
sungai besar dan 16 sungai kecil, dengan sungai terpanjang yaitu Batang Kandis

sepanjang 20 Km.
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Kedudukan wilayah Kota Padang mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara  : Kabupaten Padang Pariaman
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan
- Sebelah Timur  : Kabupaten Solok

- Sebelah Barat - Samudera Hindia

4.1.2. Sejarah Kota Padang

Pada abad ke 14 (1340-1375) Kota Padang dikenal berupa kampung nelayan
dengan sebutan Kampung Batung dengan sistem pemerintahan Nagari yang diperintah
oleh Penghulu Delapan Suku.

Pada tahun 1667 VOC lewat penghulu terkemuka "Orang Kayo Kaciak" dapat
izin mendirikan Loji pertama. Daerah Batang Arau dijadikan sebagai daerah pelabuhan,
yang merupakan titik awal pertumbuhan kota Padang. Kota Padang tidak hanya
berfungsi sebagai kota pelabuhan tapi juga kota perdagangan. Pelabuhan tersebut
terkenal dengan nama Pelabuhan Muaro.

7 Agustus 1669, puncak pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tangah
melawan Belanda dengan menguasai Loji-Loji Belanda di Muaro, Padang. Peristiwa
tersebut diabadikan sebagai tahun lahir kota Padang.

31 Desember 1799, Seluruh kekuasaan VOC diambil alih pemerintah Belanda
dengan membentuk pemerintah kolonial dan Padang dijadikan pusat kedudukan
Residen.

1 Maret 1906, Lahir ordonansi yang menetapkan Padang sebagai daerah
Cremente (STAL 1906 No.151) yang berlaku 1 April 1906.

9 Maret 1950, Padang dikembalikan ke tangan RI yang merupakan negara

bagian melalui SK. Presiden RI Serikat (RIS), No.111 tanggal 9 Maret 1950.
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15 Agustus 1950, SK. Gubernur Sumatera Tengah No. 65/GP-50, tanggal 15
Agustus 1950 menetapkan Pemerintahan Kota Padang sebagai suatu daerah otonom
sementara menunggu penetapannya sesuai UU No. 225 tahun 1948. Saat itu kota
Padang diperluas, kewedanaan Padang dihapus dan urusannya pindah ke Walikota
Padang.

29 Mei 1958, SK. Gubernur Sumatera Barat No. 1/g/PD/1958, tanggal 29 Mai
1958 secara de facto menetapkan kota Padang menjadi ibukota propinsi Sumatera Barat.

Tahun 1975, Secara de jure Padang menjadi ibukota Sumatera Barat, yang
ditandai dengan keluarnya UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di
Daerah, dengan Kotamadya Padang dijadikan daerah otonom dan wilayah administratif

yang dikepalai oleh seorang Walikota.

4.1.3. Gambaran Umum Pendidikkan SMP/SMA dikota Padang

Pengelolaan Pendidikkan menengah umum di kota Padang satuan pendidikan
memiliki peran, wewenang dan tanggung jawab yang sangat strategis dan jauh lebih
luas di bandingkan masa sebelumnya. Sekolah dituntut untuk lebih mandiri, lebih
mampu membangun hubungan kemitraan dengan dan memperkuat partisipasi semua
pemangku kepentingan (stakeholders), bersikap lebih terbuka dan akuntabel. Pemberian
pelayanan yang semaksimal mungkin kepada masyarakat untuk menerima pendidikkan
yang berkualitas Pemerintah kota Padang telah berusaha menganggarkan untuk
pendidikan lebih kurang 15 % dari APBD kota Padang ,namun demikian masih kurang
dari amanat Undang-undang Dasar 1945 yang memasukan 20 % untuk Pendidikkkan
.Untuk itu fungsi pengawasan dalam hal ini sangat diperlukan terutama untuk aparatur

pendidikkan tersebut, dan dalam hal ini pengendalian intern sangat dibutuhkan.Di kota
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Padang terdapat jumlah sekolah setingkat SMP sebanyak 37 negeri dan 25 swasta,dan

SMA 16 negeri dan 27 swasta yang semuanya berkiprah untuk kemajuan kota Padang

Kewenangan yang begitu luas yang diberikan kepada sekolah pada gilirannya
menuntut setiap sekolah mereformasi dirinya. Setiap sekolah harus beralih dari budaya
dan manajemen yang bersifat “menunggu dan bertindak sesuai kebijakan atas” yang
bersifat konvensional kepada sebuah budaya dan manajemen baru yang menempatkan

hasil telaah diri sebagai titik awal usaha pengembangan, kemandirian

4.1.4 Deskripsi Hasil Penyebaran Kuesioner

Untuk melihat bagaimana pengaruh kualitas pengendalian intern terhadap
pencapaian Standar pelayanan minimum Pendidikkan SMP/SMA dikota Padang Pnulis
menyebarkan kuesioner kepada responden para Kepala Sekolah dan tata usaha sekolah,
koesioner disebarkan sebanyak 82 eksempalar yang terdiri dari 25 SMP Negeri dan 16
SMA Negeri yang telah melaksanakan pengendalian intern terhadap jajaran sekolah

tersebut ,asil penyebaran kuesioner dapat dilihat pada table 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1. Hasil Penyebaran Kuesioner

No Keterangan Jumlah
1 Keseluruhan kuesioner yang disebarkan 82
2 | Kuesioner yang dikembalikan 82
3 Respon rate ~100%
4 Kuesioner yang tidak kembali -
5 Kuisioner kembali tetapi data tidak lengkap -
6 Total kuesioner yang layak dianalisis 82

Sumber : Data Primer
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4.1,5. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari
jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, pengalaman kerja sebagai Kepala Sekolah dan
tata usaha Sekolah. Dalam kuisioner responden tidak perlu mencantumkan identitas
pribadi atau nama untuk kerahasiaan informasi yang diberikan responden. Untuk lebih
jelasnya dari masing-masing karakteristik responden tersebut diatas, dapat dilihat
sebagai berikut :
I. Karakteristik Responden Berdusarfam Jenis Kelumim

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari jenis kelaminnya dapat

dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)
1 | Laki-laki 71 90
2 | Perempuan 11 10
Jumlah 82 100

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan data dalam Tabel 4.2 tersebut di atas, tampak bahwa dari 82 orang
responden, 71 orang (90%) di antaranya adalah responden laki-laki, sedangkan 11
(69%) lainnya adalah responden perempuan. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa, komposisi responden penelitian ini sebagian besar didominasi oleh responden
laki-laki
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia/ Umur

Karakteristik responden berdasarkan usia/ umur, dapat dilihat dari Tabel 4.3

berikut ini :
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Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia/ Umur

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)
1 | 20 thn — 30 thn 7 7,1
2 | 31 thn — 40 thn 16 16,7
3 | 41 thn—50 thn 41 50,0
4 |>51thn 18 26,2
Jumlah 82 100

Sumber : data primer diolah

Dari tabel yang disajikan dalam Tabel 4.3 di atas bahwa, dari 42 orang
responden 7 orang (7,1%) di antaranya berusia antara 20 — 30 tahun, 160orang (16,7%) di
antaranya berusia antara 31 — 40 tahun, 18 orang (26,2%) di antaranya berusia lebih dani
51 tahun dan 41orang (50%) diantaranya berusia antara 41 — 50 tahun.

Berdasarkan karakteristik usia/ umur responden tersebut diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa responden dalam penelitian didominasi oleh responden yang berusia

antara 41 — 50 tahun.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dibedakan atas 4
kriteria, dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.3, Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No | Pendidikan Terahkir Jumlah | Persentase (%)
1 | SLTA/ Sederajat 8 9.7
2 | DI-DII 3 3,6
3 |SI/AIV 32 39
4 | S2 keatas : 40 48,7
Jumlah 82 100

Sumber : data primer diolah

Dari tabel yang disajikan dalam Tabel 4.4 di atas nampak bahwa, dari 82 orang

responden 3 orang (3,6%)antaranya memiliki pendidikan Diploma (D. II-1V),
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3 orang ( 3,6 ) memiliki pendidikan tertinggi SLTA/ sederajat, 8 orang (9,7%) memiliki
pendidikan terahkir S2 keatas dan sebanyak 40 orang (48,7%) memiliki pendidikan
terahkir S1/ A 1V.sebanyak 32 orang (39%)

Mengacu pada karakteristik pendidikan terahkir tersebut, dapat disimpulkan
bahwa sebagian besar responden penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki

pendidikan tertinggi S2.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian
4.2.1 Kualitas Pengendalian Administratif (X)

Di Kota Padang jumlah sekolah SMP negeri sebanyak 37 sekolah dan pada
jenjang SMA negeri sebanyak 16 sekolah, penerapan pengendalian administratif cukup
memberikan perubahan untuk peningkatan kualitas Pendidikkan.Sistem pengendalian
intern telah berjalan dengan baik untuk mendorong dilakukannya efisiensi untuk
dipatuhi kebijakan menejemen. Penerapan kualitas pengendalian intern terletak pada
kualitas administratif control dalam mengaktualisasikan kebijakan-kebijakan pimpinan
bagaimana memberikan suatu pelayanan yang terbaik dalam mencapai Pendidikan yang
bermutu dan berkualitas. Semuanya itu tentu terkait dengan stakeholders pendidikan
tersebut. Pembenahan administrasi dalam pengelolahan pendidikkan terutama sumber
daya manusia para gurwpegawai yang langsung memberikan pelayanan kepada
masyarakat /siswa sekolah. Fungsi pengawasan diberlakukan dengan secara berkala
terhadap semua pelaksanaan kegiatan secara administaratif suai dengan ketentuan dan
aturan yang berlaku

Kegiatan pengawasan pengendalian intern dilaksanakan secara berkala tiap

bulan untuk memantau perkembangan pengendalian administrasi Pendidikkan pada

51



sekolah tersebut. Peran pengawas sekolah sangat diperlukan untuk memberikan masukan
dan arahan untuk peningkatan kualitas pelayanan pendidikkan .

Untuk itu dapat dilihat tabel 44 tentang Kualitas pengendalian Administratif

berikut ini
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No

Indikator

Kriteria Pernyataan

SS

RG

TS

STS

%o

%o

E Yo

%

Yo

Rata-

Skor

TC
(%)

Ket

Kedisiplinan
gurw/pegawai dalam
menaati peraturan sekolah

427

30

36.6

15 183

%]

24

0.0

4.19

83.90

Baik

Ketaatan guru/pegawai
terhadap perintah

organisasi atau atasan

32

39.0

27

21 25.6

2.4

0.0

4.08

81.71

Baik

Kemampuan
guny/pegawai menaati jam
kerja

31

378

30 36.6

49

0.0

3.91

78.29

Cukup
Baik

Kesanggupan pegawai
/guru dalam memberi
pelayanan publik

35

42.7

34 41.5

337

0.0

3.93

78.78

Cukup
Baik

Kepedulian aparatur
sekolah terhadap
masyarakat yang
membutuhkan pelayanan

40

488

33 40.2

24

0.0

4.03

80.73

Baik

Kemampuan bekerjasama
dengan sesama instansi
terkait dalam bekerja

40

488

20

244

22 268

0.00

0.0

421

84.39

Baik

Kepedulian dan kejujuran
gurw/pegawai sekolah
memberikan pelayanan
kepada masyarakat

34

41.5

28

20 244

0.00

0.0

4.17

83.41

Baik

Kemampuan aparatur
sekolah cepat tanggap
terhadap keluhan
masyarakat

4]

50.0

21

256

17 20.7

37

0.0

421

84.39

Penyelesaian tugas sesuai
dengan rencana program
dan waktu

15.9

24 293

(]

2.4

0.0

4.18

83.66

Baik

Dedikasi dalam
mengutamakan
kepentingan pelayanan
masyarakat

43

524

20.7

22 26.8

0.0

0.0

425

85.12

Baik

Membernkan pendidikkan
yang murah dan
berkualitas

42

32

21

256

16 19.5

37

0.0

424

84 88

Baik

12

Memberikan terobosan
dalam memacu
kualitas/memotifas: siswa
dalam meningkatkan
semangat belajar

61

74.4

20.7

0.0

0.0

4.69

93.90

Sangat
Baik

13

Kemudahan bagi
masyarakat dalam
berinteraksi dengan pihak
sekolah dalam pelayanan
pendidikkan

63

76.8

15.9

49

0.0

4.64

92.93

Sangat
Baik

Penempatan guru sesuai
dengan skill dan
kompetensi ditetapkan
oleh Dinas Pendidikkan

47

573

232

1.3

12

428

85.61

Baik

15

Peningkatan SDM guru
memenuhi kualifikasi
akademik dan kompetensi
telah tercapai

1.3

24

14 17.1

11.0

51

62.2

1.81

36.34

Tidak

Pemberian pelatihan
workshop bagi guru
belum dilaksanakan
dengan baik

24

k17

13 15.9

12

14.6

32

634

1.67

3341

Tidak
Baik

17

Pengembangan program
kompetensi guru belum
berjalan maksimal

24

24

12 14.6

15

183

51

62.2

32.93

Rara-rata Total

667

40.80

272

16.64

331 | 20.24

161

9.85

204

12.48

371

74.2

Deskripsi Data Kualitas pengendalian administaratif (X)
Sumber: Data Primer, 2010 (diolah sendiri)
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Berdasarkan dari hasil pengolahan data dapat dijelaskan masing-masing sub

variabel bahwa :

A. Praktek yang sehat dalam pelayanan Pendidikkan pihak sekolah memberikan
pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat dengan standar pelayanan
minimum yang terbaik Dimulai pada komponen sekolah yaitu Kepala
Sekolah,guru/pegawai komite sekolah dan stakeholders yang bertanggung jawab
pada bidang Pendidikkan di kota Padang Untuk menciptakan kualitas sistem
pengendalian interen dalam pemberian pelayanan pendidikan tersebut Pihak
sekolah menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan administaratif dalam menata
menejemen  sekolah antara lain  disiplin  terhadap guru  dan
pegawai,pengembangan kemampuan/skill guru,penyempurnaan
kurikulum,pembekalan ilmu pengetahuan/teknologi kepada siswa yang lebih
lengkap,pengembangan ~ sarana/prasarana  sekolah,memperbaiki  menejemen
sekolah,meningkatkan peranan komite sekolah untuk mmenunjang kinerja
sekolah,dan membuat hubungan sinergis dengan instansi pemerintah/swasta yang
peduli pendidikkan Beberapa terobosan untuk pemberian pelayanan yang sehat
dalam bidang Pendidikan jenjang menengah SMP/SMA di kota Padang tersebut
cukup efektif terutama telah dapat mengakses masyarakat berbagai lapisan untuk

menikmati Pendidikkan murah dan berkualitas tersebut

Kualitas pengendalian adiministratif terhadap pencapaian standar
pelayanan minimum pendidikkan pada Sekolah menengah SMP/SMA dikota
Padang, sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa elemen, yang antara satu

elemen dengan elemen lainnya saling berkaitan dan saling pengaruh
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mempengaruhi. Sebagai contoh, kepala sekolah adalah salah satu elemen sekolah.
Kepala sekolah akan berhubungan secara timbal balik dengan elemen-elemen lain
di sekolah itu. Kinerja sekolah akan dipengaruhi oleh kinerja para guru yang
mengajar di sekolah itu. Demikian juga sebaliknya. Kinerja sekolah ditentukan
oleh kinerja semua elemen sekolah. Keberhasilan sekolah tidak ditentukan oleh
kinerja kepala sekolah saja, juga bukan oleh kinerja pendidiknya saja, atau juga
bukan karena gedungnya yang megah, juga bukan karena fasilitasnya yang

lengkap, melainkan oleh sinergi yang dibangun dari semua elemen sekolah.
B. Penempatan guru sesuai dengan kompetensinya

Adanya pengendalian administratif = yang telah berjalan pada sekolah
SMP/SMA di kota Padang memudahkan bagi pimpinan untuk melakukan
penjenjangan karier,peningkatan kualitas dan kompetensi guru/pegawai serta
mempunyai komitmen terhadap kompetensi yang langkah-langkah pelaksanaan
sebagai berikut :

1. Pimpinan sekolah mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing guru sesuai dengan bidang
studi yang diajarnya.

2. Pimpinan sekolah menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada
masing-masing posisi guru tersebut

.3. Pimpinan sekolah menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu

Penempatan guru sesuai dengan kompetensinya ,dengan adminisratif control

guru/pegawai dapat dilihat skill /kemampuannya dan ditempatkan sesuai dengan

kecakapannya.
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Hasil jawaban responden terhadap sub variabel tersebut dapat dilihat dari
jawaban koesiner yang mempunyai 13 item pertanyaan dibawah ini

Dalam Kedipsilinan guruw/pegawai dalam menaati peraturan sekolah (42,7%)
diketegorikan baik karena adanya aturan dari sekolah adanya sangsi dan reward dan
punishmen

Sementara dalam ketaatan guru/pegawai terhadap perintah organisasi atau
atasan (39%) dengan arti kata pembinaan terhadap kualitas guru cukup baik,dan
berfungsinya administaratif control dengan penegakan disiplin.

Selanjutnya dalam menaati jam kerja bagi guru/pegawai cukup baik (37,8)
dikarenakan guru/pegawai telah memahami kewajibannya dan pimpinan telah
mdenerapkan administratif control disekolahnya dan dalam pelaksanaannya masih
dikategorikan cukup baik.

Seterusnya dari kesanggupan gurw/pegawai dalam memberikan pelayanan
pendidikkan dengan persentase sebesar (42,7%), hal ini dikarenakan telah memulai
jaringan kerjasama yang baik dengan masyarakat.

Kepedulian aparatur sekolah terhadap masyarakat yang membutuhkan
pelayanan direspon sebanyak 48,8%

Kemampuan kerjasama dengan sesama instansi terkait dalam bekerja ( 48,8%.)
ini cukup baik dan perlu ditingkatkan lagi

Kemudian kepedulian dan kejujuran guru/pegawai sekolah memberikan
pelayanan kepada masyarakat persentase sebanyak (41,5%) berarti guru dan pegawai

mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara
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Kemudian kemampuan aparatur sekolah cepat tanggap terhadap keluhan
masyarakat sebesar sebanyak 52,4% ini dikarenakan kualitas pelayanan administaratif
sekolah yang teratur dan baik.

Sementara untuk penyelesaian tugas sesuai dengan rencana program dan waktu
yaitu 52.4% ini karenakan program sekolah telah berjalan sebagaimana mestinya dan
perlu ditingkatkan lagi.

Kemudian dedikasi dalam mengutamakan kepentingan pelayanan masyarakat
sebanyak 51,2% berarti gurw/pegawai telah memahami betapa pentingnya pekerjaannya
untuk memberikan  yang sebaik-baiknya kepada masyarakat untuk mengakses
pendidikkan

Seterusnya dalam memberikan pendidikkan yang murah dan berkualitas bagi
masyarakat persentase sebesar 74,4%.berarti pelayanan yang diberikan sekolah dengan
berbagai kemudahan bagi masyarakat cukup efektif

Kemudian memberikan terobosan dalam memacu kualitas/memotifasi siswa
76,8% dengan kata lain program kerja dan proses kualitas administrasi dan PBM
sekolah cukup baik dan memacu semangat siswa untuk belajar.

Selanjutnya kemudahan bagi masyarakat dalam berinteraksi Kondisi dengan
pihak sekolah dalam pelayanan pendidikkan dengan persentase jawaban responden
57,3% dikategorikan baik ini berarti sekolah telah membuka diri seluas-luasnya bagi
masyarakat,dengan pelayanan prima untuk kepentingan pendidikkan.

Penempatan guru sesuai dengan skill dan kompetensinya yang dimiliki
ditetapkan oleh Dinas Pendidikkan sebesar 62,2% ini berarti kualiatas guru telah diakui

kualifikasi dan kemampuannya.
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Pengembangan potensi guru belum berjalan maksimaln 3,4% dan ini
berarti.guru telah belum menguasai materi kurikulum pembelajaran yang diberikan
kesiswa

Selanjutnya berdasarkan skor rata-rata dan tingkat capaian skor maksimum
setiap indikator variabel kualitas pengendalian intern di atas, dapat diungkapkan bahwa
distribusi jawaban responden sebagian besar menyatakan setuju menerapkan
penegndalian intern secara maksimal, hal ini mengingat sekolah yang sangat
membutuhkan pelayanan yang maksimal untuk peningkatan kualitas Pendidikkan yang
diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian maka secara umum kualitas
pengendalian Intern pada SMP/SMA di kota Padang termasuk dalam kategori cukup

baik dengan tingkat capaian responden sebesar 74,20%

4.2.2 Standar Pelayanan Minimum (Y)

Standar Pelayanan Minimum Pendidikan dikota Padang telah memberikan
pelayanan yang prima memacu kualitas Pendidikkan ,dengan administratif control yang
cukup baik,dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Pendidikkan
nasional/Kepmendiknas No.129 a/U/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikkan di Indonesia. Yaitu terjaminnya masyarakat untuk
menerima suatu pelayanan dalam bidang Pendidikan mulai dari Pendidikkan Dasar
Menengah,Kejuruan,Pendidikan Non formal,Standar Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kewenangan penyelenggaraan Pendidikkan Penyelenggaraan satuan pendidikan
luar biasa (pendidikan khusus)menjadi Wewenang Pemerintah  Provinsi.
Penyelenggaraan satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) menjadi wewenang pemerintah kabupaten/Kota. Pemerintah provinsi
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dan kabupaten/Kota menyelenggarakan pendidikan berdasarkan standar pelayanan
pendidikan minimal.. Standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana dimaksud
meliputi jenis pelayanan standar usia wajib sekolah,SD,SMP dan SMA standar siswa
putus sekolah dengan tingkat persentase 1% dari siswa sekolah aktif standar sarana
prasarana sekolah terpenuhi sekitar 90 % sesuai standar nasional ,100 % siswa telah
mempunyai buku paket wajib sekolah. 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan
non guruuntuk melaksanakan tugas adrninistrasi dan kegiatan non mengajar lainnya.
Jumlah siswa SMP/MTs per kelas antara 30 - 40 siswa.. 90 persen dari siswa yang
mengikuti uwji sampel mutupendidikan standar nasional mencapai nilai "
memuaskan"dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,Matematika, IPA,
dan IPS di kelas I dan II. 70 persen dari lulusan SMP/MTs melanjutkan ke sekolah
Menengah umum(SMU) hingga mencapai indikator kinerja minimal

Bentuk-bentuk standar pelayanan minimum pendidikan lainnya yang diberikan

sekolah antara lain

a) Memberikan Pendidikkan gratis bagi siswa SMP

b) Kemudahan biaya Pendidikan bagi siswa yang tidak mampu

c) Buku pegangan gratis bagi siswa SMP

d) Memberikan pengetahuan agama yang lengkap dengan kegiatan pesantren
ramadhan

e) Memberikan pendidikkan life skill bagi siswa

f) Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan pihak
sekolah

g) Mengsosialisasikan kegiatan Pendidikan sekolah kepada masyarakat secara

tranparan
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Hasil jawaban responden tentang Standar Pelayanan Minimum pada
pendidikan dasar di Kota Padang dapat dilihat pada frekwensi skor pada tabel 4.5

berikut ini :

Deskripsi data Standar Pelayanan Minimum Pendidikkan (Y)

Knteria Pernyataan Rata- §
No Indikator S5 S RG TS 813 Rata (ff) Ket
T T 7w T F ] % L F Tl % [ Fl % [ F % |Ser}) ™

1 90 % anak dalam [ 67 81.7 15 18.3 0 0.0 0 0.0 0 00 | 482 96.40 Sangat
kelomok usia 13-15 thn Baik
bersekolah pada SMP,dan
usia 16-18 thn bersekolah
pada SMA

2 Materi Pengajaran yang | 69 84.1 12 14.6 1 122 0 0.0 0 00 | 483 | 9660 | Sangat
disajikan mengacu pada Baik
kurikulum yang relevan

3 | Stategi belajar mengajar | 66 | 805 | 15 | 183 | 1 g i Y T 00 | 479 | 9580 | Sangat
yang diterapkan Baik
disesuaikan dengan materi
pelajaran

4 Angka putus sekolah 55 67.1 11 13.4 4 4.9 1 12 11 134 | 420 84.00 Baik
melebihi 1 % dar jumlah
siswa sekolah

5 | Bimbingan belajar bagi | 59 | 720 | 20 | 244 | 2 24 | 1 12 0 00 | 467 | 93.40 | Sangat
siswa putus  sekolah | Baik
dengan sistem paket siswa
putus sekolah

6 Daya tampung sekolah 16 19.5 8 98 21 256 13 159 24 293 | 274 54.80 Kurang
bagi anak usia sekolah Baik
melebihi kapasitas yang
ruang belajar

7 Persyaratan sebagai siswa 25 30.5 7 8.5 6 73 7 85 37 451 | 2.711 5420 { Kurang
melingkupi pada Baik
kemampuan ekonomi
orang tua

8 Unit kegiatan siswa di | 31 378 15 183 29 354 7 85 0 0.00 | 3.85 77.00 Cukup
sekolah ~memungkinkan Baik
siswa  mengembangkan
minat dan bakat yang ada
pada dinnya

9 Jenis tenaga yang ada di 24 293 17 20.7 33 40.2 8 9.3 0 0.00 | 3.60 72.00 Cukup
sekolah hanya tenaga Baik
edukatif.

10 | Persyaratan guru  di | 42 | 512 | 10 | 122 | 18 | 220 [ 4 | 49 B | 98 | 390 | 7800 | Cukup
sekolah sesuai dengan Baik
hasil penerimaan seleksi
PNS guru.

11 | Jam wajib mengajar guru | 44 537 20 244 6 73 3 373 9 11.0 | 406 | 81.20 | Bak
tidak dibatasi pada 24 jam
perminggu
SeakaSiaka il 754 | 5108 | 251 | 1701 | 230 | 1558 | 95 | 6.44 | 146 | 989 | 392 [ 7847 gﬂuiup

Sumber: Data Primer, 2010 (diolah sendiri)

Berdasarkan dari pengelolahan data dapat dijelaskan masing-masing sub
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variabelnya
aStandar penyelenggaraan Pendidikkan pada usia sekolah dimana sekolah
menyelenggarakan pelayanan pendidikkan yang lebih baik,memadai bagi siswa
SMP/SMA usia sekolah yang bertujuan untuk peningkatan kualitas siswa nilai ujian
nasional yang lebih baik,sekolah tempat yang menyenangkan untuk belajar
b.Standar pelayanan untuk proses pembelajaran siswa putus sekolah adalah memberikan
bimbingan belajar kursus/pelatihan dengan memberikan program pengajaran paket B
dan C setara dengan SMP/SMA
c.Standar kualitas guru dengan memberikan peningkatan SDM guru dengan
memperbanyak workshop,pemerataan guru,sertifikasi guru
Hasil jawaban dari masing-masing responden sekolah,dimana pertanyaan dalam
koesioner yang berjunlah 11 item pertanyaan dengan Kiteria jawaban yang diberikan
dapat dilihat dibawah ini
Dari distribusi frekwensi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di
atas dapat diketahui bahwa setiap awal tahun ajaran sckolah telah mempersiapkan
kelompok wajib usia sekolah SMP/SMA sesuai standar usia sckolah yang telah
ditetapkan berdasarkan Kepmendiknas No.129a/U/2004 tanggal 24 Oktober 2004
tentang standar pelayanan minimal pendidikkan termasuk penetapan standar usia
sekolah yang tertampung pada sekolah negeri dan swasta dalam hal ini terealisasi
sebesar 81,7% yang diterima pada sekolah negeri dikarenakan dengan penerimaan siswa
baru sistem online berdasarkan nilai siswa .kemudian materi pengajaran yang disajikan
mengacu pada kurikulum yang relevan dengan arti kata 84,1% sekolah telah mengacu
pada kurikulum yang telah ditetapkan. Adanya 80,5% sekolah telah menerapkan

strategi proses belajar mengajar yang diterapkan disesuaikan dengan materi pelajaran
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karena ini adalah salah satu indikator dalam keberhasilan suatu sekolah. Kemudian
angka putus sekolah sebesar 1% dari siswa sekolah harus dapat diperkecil dalam rangka
penuntasan wajib belajar sebesar 67,1% yang dilaksanakan untuk kualitas peningkatan
SDM dengan membekali dengan keterampilan life skill.

Untuk bimbingan belajar siswa di laksanakan dalam lingkungan sekolah, hal
ini terbukti bahwa 72,0% sekolah telah membimbing siswanya dilingkungan sekolah
dengan harapan lingkungan keluarga juga harus membimbing siswa dimaksud sehingga
proses pendidikan anak akan terujud dalam hal ini dilakukan dengan sistem paket.
Dalam penerimaan daya tampung sekolah bagi anak usia sekolah persentase 19,5 %
melebihi kapasitas ruang belajar dengan pernyataan responden sebesar 19,5 % yang
menyatakan sangat setuju dikarenakan keterbatasan lokal yang umumnya sekolah
menerapkan sistem satu shief pembelajaran ini disikapi dengan penambahan ruang
belajar dengan pembanguanan unit penambahan lokal baru tiap tahunnya

Sebagai persyaratan sebagai siswa suatu sekolah, pihak sekolah tidak pernah
melihat kepada kemampuan ekonomi orang tua dan dibuktikan jawaban responden
sangat setuju sebesar 30,5 % sekolah tidak pernah melakukanya.disebabkan persyaratan
siswa sesuai dengan kemampuan siswa . Unit kegiatan siswa di sekolah memungkinkan
siswa mengembangkan minat dan bakat yang ada pada dirinya sangat tergantung kepada
siswa dengan arti kata 37,8% siswa dapat mengembangkan bakat sesuai dengan
kemampuan,bakat dan minat siswa ,pihak sekolah hanya memfasilitasinya untuk
menumbuh kembangkan bakat , kadang-kadang siswa dapat mengembangkan bakat
yang ada dalam potensi dirinya, hal ini disebabkan unit kegiatan siswa memberikan

kesempatan untuk itu.
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Jenis tenaga yang ada di sekolah hanya tenaga edukatif karena untuk
pendidikan dasar tidak ada tenaga tata usaha (PNS) yang membantu adminstrasi
sekolah, sehingga 29,3 % yang dinyatakan sangat setuju dalam jawaban responden ,
kadang-kadang guru melaksanakan adminstrasi sekolah. Persyaratan guru di sekolah
sesuai dengan hasil penerimaan seleksi PNS guru, hal ini dikarenakan ketidak mampuan
sekolah dalam mengaji guru honor, ini dibuktikan 51,2% sekolah memanfaatkan guru
PNS sebagai persyaratan sebagai guru karena telah diseleksi sebelumnya oleh
Pemerintah. Jam wajib mengajar guru tidak dibatasi pada 24 jam perminggu karena
guru pada pendidikan dasar adalah guru kelas sehingga 53,5% sekolah selalu tidak
mewajibkan guru mereka mengajar 24 jam perminggu untuk syarat sertifikasi bagi guru

Selanjutnya berdasarkan skor rata-rata dan tingkat capaian skor maksimum
setiap indikator variabel Standar Pelayananan Minimum (SPM) pada Pendidikan Dasar
Kota Padang di atas, dapat diungkapkan bahwa distribusi jawaban responden sebagian
besar menyatakan selalu dan sering untuk setiap pernyataan atau pertarnyaan dalam
instrument. Dengan demikian maka secara umum Standar Pelayanan Minimum (SPM)
pada Pendidikan Menengah SMP/SMA di Kota Padang termasuk dalam kategori cukup
baik dengan tingkat capaian responden 78,47

Data yang lengkap mengenai nilai dari kuisioner dapat dilihat pada lampiran 1
sampai lampiran 6, yang terdiri dari hasil koesioner praktek yang sehat dalam pelayanan
pendidikan, hasil koesioner penempatan guru/pegawai sesuai kompetensinya, hasil
koesioner standar pelayanan pendidikan usia sekolah pada jenjang sekolah SMP/SMA,
hasil koesioner standar proses pembelajaran bagi siswa putus sekolah dan hasil

koesioner standar kualitas dan guru.
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4.1 Deskriptif Persentase (DP) Kualitas Sistem Pengendalian administratif
Sebagai variabel, kualitas pengendalian administratif terdiri dari dua
subvariabel, yaitu praktek yang sehat dalam pelayanan dalam pendidikan sebagai
subvariabel 1 dan penempatan gurwpegawai sesuai dengan kompetensinya sebagai sub

variabel 2. Indeks presentasi yang didapat dapat dilihat pada tabel 4.5 yang diperoleh

dengan deskriptif persentase (DP)
Tabel 4.5 Indelks Presentase Varinbel —Variabel Penelitinm

e

Praktek yang schat ' Baik
X1 dalam pelayanan 3.80 76.00

Pendidikan

Penempatan
2 X2 Fun/pEERba gocas 3.81 76.20 Baik

dengan

kompetensinya

Standar

penyelenggaraan Sangat
3 . Pendidikan 427 kadl Baik

usiasekolah

Standar proses it
4 Y2 pembelajaran siswa 4.54 90.80 Baigk

putus sekolah

Standar kualitas siswa Sangat
5 Y3 Bamuy 4.07 81.40 Baik

Rata-Rata i

Berdasarkan penéh'tian yang telah dilakukan, diperoleh tingkat Kualitas
pengendalian administratif pada sekolah SMP/SMA di Kota Padang yaitu antara 50,00 % -
75,00 %. Jika dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan maka rata-rata tingkat

kualitas pengendalian administratif pada SMP/SMAdi Kota Padang dalam klasifikasi
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Baik.ini berarti Kualitas Pengendalian sudah berjalan efektif sebagaimana mestinya dalam

rangka untuk pencapaian suatu standar pelayanan minimum Pendidikkan di kota Padang

4.2 Hasil Uji Peryaratan Analisis
Analisis regresi dapat dilakukan bila data yang dianalisis memenuhi
beberapa persyaratan, yaitu : (1) data berdistribusi normal dan (2) data berasal dan
populasi yang homogen. Untuk melihat apakah persyaratan tersebut dapat terpenuhi

atepn thidkale, mmake perfo difkufan ai persyartam ardlisis,

a. Uji Normalitas
Dari hasil pengolahan data melalui uji normalitas Kolmogorov- Smirnov

diperoleh angka normalitas distribusi data seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas Data
. Kolmogorov-Smirnov
Vi -
st Statistic Sig. Keterangan

Kualitas Pengendalian 0.110 0.070 & —
Intern

PelabSaErimist oy 0083 | Normal
Pelayanan Minimum

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel
kualitas pengendalian administaratif sebesar 0,070 > 0,05 yang berarti bahwa
distribusi frekuensi data variabel kualitas pengendalian administaratif adalah
normal. Untuk variabel pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum diperoleh
angka signifikansi sebesar 0,083 > 0,05 yang berarti bahwa data variabel
pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum berdistribusi normal. Berdasarkan

uraian di atas, maka seluruh data yang dikumpulkan pada setiap variabel




penelitian berdistribusi normal. Hal ini berarti bahwa distribusi jawaban

responden telah normal sehingga dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah data penelitian

memiliki varians yang sama (homogen) atau tidak. Hasil analisis data diperoleh

homogenitas data sebagai berikut :

Tabel 43
Hasil Uji Homogenitas Data
Variabel Levene .
B Penelitian it | it DE_TIRIE | Relergngan
1. | Kualitas 4.788 25 51 0.515 | Homogen
pengendalian
administratif

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2010

Hasil analisis di atas terlihat bahwa nilai signifikansi probability pada variabel

lebih besar dari 0,05, dengan demikian berarti bahwa data penelitian ini adalah

homogen, sehingga dapat dilanjutkan untuk analisis pengujian hipotesis.

4.3 Hasil pengujian Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang dikemukan dalam

peneltian , dan untuk menganalisa data dipergunakan analisis regresi dengan

menggunakan komputer program SPSS,maka diperoleh hasil sebagai berikut :
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4.3.1 Analisis Regresi
Analisis regresi digunakan untuk melihat berapa besar pengaruh kualitas
pengendalian administratif berpengaruh terhadap pencapaian Standar Pelayanan
Minimum pada Pendidikan SMP/SMA di Kota Padang, dapat dilihat pada tabel 4.5
berikut ini :

Tabel 4.9 Analisis Regresi Kualitas Pengendalian Administratif terhadap
Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)

’ Koefisien | Standar Trabel 2

Variabel Regresi Error Thieung a=0,05 Sig
Kualitas Pengendalian 0,416 7373 6.603 1,65 0,000
administratif (X)
Constanta =41,143
Std. error of Est =0,075
R square =0,267
R =0,517

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2010

Berdasarkan hasil analisis regresi Kualitas pengendalian administratif (X)
terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (Y) menghasilkan koefisien arah
regresi b sebesar 0,416 untuk X, (Kualitas Pengendalian administratif) serta konstanta a
sebesar 41,143. Dengan demikian, model regresi dapat dinyatakan sebagai berikut : Y
=41,143 + 0,416X,

Dari model diatas dapat dilihat nilai konstanta sebesar 41,143, artinya pada
kondisi saat ini dengan tingkat kualitas pengendalian administratif konstan, pada
Pendidikan menengah SMP/SMA di Kota Padang menyatakan kecenderungan
pelaksanaan Standar Pelayanan Minimun yang meningkat.

Selanjutnya dari model juga dapat dilihat nilai koefisien variabel bebas yang
mempunyai nilai koefisien positif, artinya variabel tersebut mempunyai pengaruh positif
terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimun pada sekolah menengah SMP/SMA

di Kota Padang.




Model persamaan regresi tersebut mengandung arti bahwa apabila kualitas
pengendalian administratif (X1) ditingkatkan sebesar satu satuan (ceteris paribus), maka
akan terjadi peningkatan terhadap pelaksanaan Standar Pelayan Minimum (Y) sebesar
0,418X, satuan dengan konstanta sebesar 41,145.

Koefisien variabel kualitas pengendalian administratif menunjukkan hubungan
positif terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimum pada SMP/SMA Negeri di
Kota Padang dengan nilai 0,416 yang berarti peningkatan kualitas pengendalian
administratif, maka akan meningkatkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum
sebesar 0,416. Dengan demikian peningkatan kualitas pengendalian administratif akan
meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimum pada Pendidikan menengah
SMP/SMA di Kota Padang.

Namun untuk mengetahui apakah pengaruh variabel bebas tersebut signifikan

terhadap variabel terikatnya, dibahas dalam hipotesis T- test.

1. Koefisien Determinasi

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai R* adalah 0267 yang
menunjukan bahwa variabel independent (Kualitas Pengendalian Administratif)
berpengaruh terhadap variabel dependent (Pencapaian Standar Pelayanan
Minimum . Angka R Square (Rz) sebesar 0,267 yang berarti pengaruh variabel
terikat (/ndependent) terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (Y)
sebesar 26,7 %. Artinya kontribusi Kualitas pengendalian Administratif terhadap
Pencapaian Standar Pelayanan Minimum pada Pendidikan menengah SMP/SMA
di Kota Padang adalah sebesar 26,7%, sedangkan sisanya sebesar 73,3 %

dijelaskan oleh sebab lain-sebab lain diluar model penelitian ini.
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2. F-test

Pengujian menggunakan uji F dimaksudkan untuk menguji pengaruh
variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hasil pengujian
terhadap persamaan Regresi jamak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.10 Analisis Hasil Uji F

JK DF Mean Fhitang Sig
Square
Regression 1603,688 1 1603,688 | 29,482 0,000
Residual 4351,330 80 54,390
Total 5955,018 81

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2010

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa hasil uji F memberikan nilai 29,482 dan
nilai probability (sig) = 0,000, dengan taraf pengujian (o) 5%, nilai probability
tersebut jauh dibawah nilai akot , maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas
Kualitas Pengendalian Administratif (X) mempengaruhi Pencapaian  Standar
Pelayanan Minimum (Y) pada Pendidikan menengah SMP/SMA di kota Padang.
Atau nilai F hitung sebesar 29,482 dengan tingkat signifikansi 0,000 karena
probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05,maka diterima sehingga model regresi ini
dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh kualitas dari pengendalian
adiministratif terhadap pencapaian SPM  pendidikkan sekolah menengah

tersebut

3. T-test

Hipotesis statistik yang digunakan untuk t-test pada variabel Kualitas

Pengendalian Administratif (X) :

Ho : Kualitas Pengendalian Administratif tidak berpengaruh terhadap
Pencapaian Standar Pelayanan Minimum pada Pendidikan menengah

SMP/SMA di di Kota Padang



Ha - Kualitas Pengendalian Administratif berpengaruh terhadap Pencapaian
Standar Pelayanan Minimum pada Pendidikan menengah SMP/SMA di

Kota Padang

Nilai t hitung yang diperoleh untuk Kualitas Pengendalian Administratif adalah
sebesar 6.603 dengan probability sebesar 0,000, yang lebih kecil dari nilai a = 0,05.
Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, artinya dari data yang ada terbukti bahwa
Kualitas Pengendalian Administratif mempunyai pengaruh terhadap Pencapaian
Standar Pelayanan Minimum pada Pendidikan menengah SMP/SMA di Kota Padang
pada tingkat signifikansi 5 persen. Dari koefisien regresi untuk variabel Kualitas
pengendalian Adminstratif yang bertanda positif menunjukkan pengaruh yang diberikan
Kualitas Pengendalian Administratif terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimum
pada Pendidikan menengah SMP/SMA di Kota Padang, schingga peningkatan Kualitas
Pengendalian Administratif pada pendidikan menengah SMP/SMA di Kota Padang
akan meningkatkan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikkan .

Hal ini berarti bahwa dengan adanya Kualitas pengendalian adminisratif, akan
meningkatkan Standar Pelayanan Minimum Pendidikkan pada SMP/SMA di kota
Padang.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis ternyata bahwa hipotesis
kerja yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. Hal ini berarti terdapat
hubungan yang signifikan dan positif antara Kualitas Pengendalian Administratif
terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) secara lebih rinci hasil

analisis dan pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut :
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Kualitas Pengendalian Administratif menjelaskan pengaruh terhadap Pencapaian
Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pada Pendidikan Menengah SMP/SMA di Kota
Padang pada tingkat signifikansi 5 persen. Sehingga peningkatan Kualitas Pengendalian
Administratif pada Pendidikan Menengah SMP/SMA  di Kota Padang akan
meningkatkan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Kualitas Pengendalian Administratif diperoleh skor rata-rata total sebesar 3,71
dengan tingkat pencapaian 74,2%, berada pada kriteria cukup baik Hal ini menjelaskan
Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) akan menjadi lebih baik.

Hal ini sesuai dengan pendapat Mariana, (2005) Peningkatan kualitas pendidikan
menengah SMP/SMA diharapkan menghasilkan manfaat berupa peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia. Di sisi lain, perioritas alokasi pembiayaan pendidikan
Menengah SMP/SMA seyogianya diorientasikan untuk mengatasi permasalahan dalam
hal pengelolahan administrasi sekolah yang tertata dengan baik dan pelayanan yang
prima untuk kemajuan Pendidikkan .Dengan pengendalian administratif pengelolahan
Pendidikkan yang lebih baik dan teratur dapat mengukur Kualitas pelayanan
Pendidikkan pada SMP/SMA |, terdapat sejumlah prasyarat yang perlu dipenuhi untuk
peningkatan kualitas Pendidikkan antara lain :

a.Pelayanan prima terhadap proses pemberian Pendidikkan yang bermutu

kepada masyarakat

b.Memahami tugas dan fungsi aparatur Pendidikkan untuk peningkatan kinerja

Pelayanan Pendidikkan
c.Peningkatan kualitas guru untuk peningkatan Pendidikkan
d.Memperkuat fungsi Pengendalian Intern terhadap pengawasan pengelolahan

pendidikkan
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e.Evaluasi berkala terhadap pengawasan intern yang telah dilaksanakan sekolah
Secara umum sistem pengendalian intern dapat dipahami sebagai suatu proses
manajemen yang memungkinkan bekerjanya suatu organisasi dikelola secara baik
karena didalamnya terbangun suatu sistem, prosedur dan tata cara dimana satu sama lain
atau sendiri-sendiri dapat saling berhubungan. Fungsi-fungsi organisasi harus bekerja
secara optimal yang tujuan akhirnya adalah tercapainya efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan tugas pokok, serta pelaporan dan pertanggungjawaban hasil-hasil yang
dicapai memenuhi kriteria akuntabel dan transparan. Efisiensi dan efektifitas indikator
minimalnya adalah :Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang
berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Adanya
perbaikan berkelanjutan. berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi
organisasi
Dari distribusi penyebaran koesiner sebahagian sekitar 90 % dikembalikan
responden yaitu para Kepala Sekolah dan Ka.Tata Usaha dan rata-rata jawaban
pertanyaan setuju terhadap variabel yang ditelitidiperoleh tingkat Kualitas
pengendalian administratif pada SMP/SMA dikota Padang didapat angka rata-rata 50
%-75 % dengan tingkat persentase klasifikasi Baik untuk pencapaian Standar Pelayanan
Minimum Pendidikkan
Berdasarkan hasil penelitian tersebut berarti Kualitas pengendalian administratif
sangat diperlukan dan harus diterapkan serta ditingkatkan pelaksanaannya, terutama
dalam hal yang menyangkut penganalisaan untuk mengkur adanya kegiatan untuk
pencapaian Standar Pelayanan Minimum Pendidikkankinerja SDM Pendidikkan
guru/pegawai sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang lebih tepat hingga terujud

usaha yang benar benar efektif dan efisien.Pengendalian Administratif merupakan
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sistem yang dibangun melalui organisasi dan mekanisme dalam bekerja memberikan
pelayan Pendidikkan,sehingga melekat pada setiap aktivitas yang dijalankan oleh setiap
pegawai/guru didalam proses belajar dan mengajar sebagai bentuk pelayanan bagi siswa

Pada sub variabel Praktek yang sehat dalam pelayanan Pendidikkan dapat dilihat
pihak sekolah memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat dengan
standar pelayanan minimum yang terbaik Kualitas internal control Sekolah sebagai
suatu sistem terdiri atas beberapa elemen, yang antara satu elemen dengan elemen
lainnya saling berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi. Sebagai contoh, kepala
sekolah adalah salah satu elemen sekolah. Kepala sekolah akan berhubungan secara
timbal balik dengan elemen-elemen lain di sekolah ituFungsi dari Pengendalian
administartif yaitu berupa berbagai pelaksanaan kegiatan yang bersifat administratif
dalam membuat kebijakan yang telah dibuat unsur pimpinan dalam rangka pencapaian
suatu standar pelayanan minimal pada bidang Pendidikkan yang dapat langsung
dinikmati oleh masyarakat.Pengendalian Administratif terletak pada sumber daya
manusianya dalam mengelolah pendidikkan tersebut dalam hal ini guru/pegawai
sekolah.

Penempatan guru yang sesuai dengan Skill’keahlian dan kompetensinya harus
berdasarkan standar yang ditetapkan yaitu harus temaga guru yang
berkualitas Pengendalian administaratif telah ditata administarasi dengan baik dan
sempurna untuk pemberian pelayanan terbaik dan berkualitas bagi masyrakat,untuk itu
perlu partisfasi dan kerjasama yang baik juga dari para stakeholders pendidikkan dalam
rangka mengujudkan pendidikkan yang berkualitas,dengan berbagai langkah dalam
pembenahan pendidikkan terutama untuk mengujudkan kualitas admininistrasi

pengendalian yang bermutu
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Standar Pelayanan Minimum Pendidikkan dilaksanakan untuk pemberian suatu
standar pelayanan minimal yang merupakan tolok ukur suatu pelayanan yang dapat
diakses dan dinikmati oleh masyarakat dalam bidang Pendidikkan teruatama untuk
mendapatkan Pendidikkan yang berkualitas,maka perlu pengendalian intern

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis ternyata bahwa hipotesis
yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. Hal ini berarti terdapat hubungan
yang signifikan dan positif antara kualitas pengendalian intern/administrasi control
terhadap standar Pelayanan Minimum pada bidang pendidikkan,secara lebih rinci hasil
analisis dan pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut ::

Kualitas pengendalian intern/Administrasi control menjelaskan  pengaruh
kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pada jenjang pendidikkan SMP/SMA
dengan tingkat signifikan 5 persen,sehingga peningkatan kualitas pengendalian
intern/administrasi control pada jenjang pendidikkan SMP/SMA di kota Padang akan
meningkatkan kinerja Standar Pelayanan Minimum.Pengukuran Kualitas pengendalian
administratif yaitu pada praktek yang sechat dalam pelayanan pendidikkan memiliki
pengaruh positif terhadap standar penyelenggaraan pendidikkan usia sekolah dan
standar proses pembelajaran bagi siswa putus sekolah.Dan penempatan guruw/pegawai
sesuai dengan kOmpetensinya berpengaruh positif juga terhadap penyelenggaraan
pendidikkan pada usia sekolah.

. Dari koefisien regresi untuk variabel Kualitas Pengendalian Administratif yang
bertanda positif menunjukkan pengaruh yang diberikan Kualitas Pengendalian
Administratif terhadap Standar Pelayanan Minimum Pendidikan SMP/SMA di Kota

Padang, sehingga peningkatan Kualitas Pengendalian Administratif pada pendidikan




Menengah SMP/SMA di Kota Padang akan meningkatkan pencapaian Standar
Pelayanan Minimum (SPM).

Hasil korelasi diatas diperoleh nilai koefisien korelasi untuk setiap item pada
masing — masing variabel lebih besar dari pada 0> 0,3640 sehingga dapat disimpulkan
bahwa seluruh item pertanyaan tersebut “valid”. yang berarti bahwa variabel kualitas
pengendalian administratif mempunyai hubungan yang signifikan terhadap keberhasilan
pencapaian standar Pelayaan Minimum Pendidikkan di Kota Padang

Dengan adanya pengendalian intern sekolah akan dapat mengevaluasi kegiatan
nya,dengan pengawasan yang efektif, dalam rangka mengujudkan dan meningkatkan

kualiltas /mutu dari pendidikkan.
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BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh
kualitas sistem pengendalian intern terhadap pencapaian standar pelayanan
minimum pendidikan pada Sekolah menengah umum SMP/ SMA di kota Padang,
melalui koesioner yang dibagikan kepada kepala-kepala sekolah menengah umum
dan Kepala Tata Usaha SMP / SMA di kota Padang dapat disimpulkan bahwa
hasil hipotesis atau pengujian adalah menolak Ho, yang artinya kualitas sistem
pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian
standar pelayanan minimum pendidikan pada Sekolah menengah umum SMP/
SMA di kota Padang.

Kualitas pengendalian intern pada.sekolah SMP/SMA di kota Padang
sangat baik dengan rata-rata pencapaian 81,96 % untuk pencapaian Standar
pelayanan minimum tersebut.

Kinerja Sekolah akan meningkat dengan adanya sistem pengendalian
intern,untuk ketercapaian suatu Standar Pelayanan minimum Pendidikkan yang
dapat mengakses seluruh lapisan masyarakat untuk menikmati Pendidikkan
tersebut

Hasil penelitian dapat dilihat dari masing-masing sub variabel bahwa :

a. Praktek yang sehat dalam pelayanan Pendidikkan memiliki pengaruh
positif terhadap standar penyelenggaraan Pendidikkan untuk usia sekolah

siswa SMP/SMA di kota Padang




b. Praktek yang sehat dalam pelayanan Pendidikkan memiliki pengaruh
positif terhadap standar proses pembelajaran untuk siswa putus sekolah
c. Penempatan guru/pegawai sesuai dengan komptensinya memiliki
pengaruh positif terhadap standar kualitas guru tersebut
d. Standar Pelayanan Minimum Pendidikkan dilaksanakan untuk pemberian
suatu standar pelayanan minimal yang merupakan tolok ukur suatu
pelayanan yang dapat diakses dan dinikmati oleh masyarakat dalam bidang
Pendidikkan teruatama untuk mendapatkan Pendidikkan yang
berkualitas,maka perlu pengendalian intern
¢ Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis ternyata bahwa hipotesis
yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. Hal ini berarti terdapat
hubungan yang signifikan dan positif antara kualitas pengendalian

administratif terhadap standar Pelayanan Minimum pada bidang

pendidikkan,

6.1 Saran-saran

Penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa perlu adanya kualitas
sistem pengendalian intern di sekolah-sekolah untuk pencapaian standar
pelayanan minimum pendidikan, karena itu, perlu diterapkan untuk semua
sekolah-sekolah menengah SMP/SMA di kota Padang dan juga untuk semua
sekolah, yang bertaraf internasional atau SSN.

Agar lebih terprogram dan terkontrol dalam mencapai kualitas
Pengendalian Intern, maka diharapkan Pemerintah Depdiknas RI maupun

Pemerintah Daerah lebih  memperhatikan tentang pendesainan  dan
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pengimplementasian sistem pengendalian intern yang memadai sesuai dengan
pedoman dan ketentuan aturan yang berlaku . Salah satu caranya yaitu dengan
meningkatkan mutu kinerja manajemen yang profesional.

Referensi dan mendorong dilakukannya penelitian lebih lanjut dengan
memasukkan berbagai variabel lain seperti partisipasi masyarakat, efisiensi biaya dan
lain-lain untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian standar Pelayanan minimum
Pendidikkan

Penelitian ini mempunyai kerbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan
bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih
baikd an disarankan agar penelitian selanjutnya hendaknya memberikan paparan
yang luas tentang item-item pengungkapan dalam peningkatan standar pelayanan
minimal Pendidikkan yang dirarahkan kepada kinerja.

Sampel  dalam “Pcnelitian ini  diambil  dengan  purposive
sampling,pengambilan dengan metode lain diharapkan akan lebih menspesifik
hasil penelitian dalam pencapaian standar pelayanan minimal pendidikkan, atau
dengan kata lain Peneliti berikut dapat melakukan metode penarikan sampel
dengan menggunakan metode lain.

Alat ukur yang digunakan untuk pengendalian intern dan pencapaian
standar pelayanan minimal hendaknya diperbaharui sesuai dengan kondisi
kemajuan zaman dan era teknologi yang maju dalam dunia Pendidikkan

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan
Adjusted R Square yang rendah walaupun secara statistis signifikan dalam
menjelaskan keterkaitannya,oleh karena itu terdapat variabel-variabel yang baru

dalam penelitian selanjutnya
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LAMPIRAN |
HASTL KOESIONER PRAKTEK YANG SEHAT DALAM PELAYANAN PENDIDIKKAN

HOMOR HOMOR PERTANYAAN TOTAL NILAI
NO | NANA SEROLNH| RESPONDEN | 1t | 2 | 3| 4| 5|6 |T7[8|9 10{11]12 13 RATH-RAT
SMPN
1{SMPN No.0l Responden | ol 4 3| 4 5 3 S5 5f 5 5 5 5 ¢4 591 438
Responden 2 gl 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 8§ 89 453
2|SHPN No.02 Responden 3 3l 3l 4 4| 4 5 3| 5| 4 4 4 3 9§ Sl 392
Responden 4 al 4 4] 4] 5 5| 4 4 4 4 4 5 5] 56 431
3|SMPN Ho.03 Responden 5 sf 5| 5| 4] 4 4] 4 4 3 4 4] 4 5§} 5 423
Responden 6 st 5| 5| 5| 4] 4f 4] 4] 3| 4 4 5 5 51 438
4|SHPN Ho.04 Responden 1 al 4| 4 3| 5| 5| 5 4 4 4 3 4 4 B 4,08
Responden 8 4l 4| 4 5| 5 4 4 3| 3| 4 4 4 4 52 4,00
5|SMPN HNo.05 Responden 9 4l 4| 3| 4| 4| 4 3| 3| 4 4 3 3 5| 48 3,69
Responden 10 Al 4 3 3| 4 4 4 3 5 4 4 4 5§ 5l 392
b|SMPR MO.Ub Kesponaen i1 ol af s | af 4 9 9o » o 9 v 9 v 4,5
Kesponaen 12 of o a| o o o a| ¢ g 4 9§ 9 3 v 3,08
T|SHPN Ho.0T Responden 13 ol 4] 4 5| 5] 4 3 4 3| 4] 4 4 3 Sl 392
Responden 14 4l 4| 51 4| 5| 4] 4 4 4 4 3 3} 3 5l 392
8|SHPN No.08 Responden 15 4l 4 3| 3| 2| 5 5| 4 3 4 5 4 4| 50 385
Responden 16 Al 4] 4 4 5| 3| 3| 3| 4 4] 4 ¢4 4 50 3,85
9|SHPH Ho.09 Respondea 11 3l 3| 4 4 4 3 4 5| 5| 4 3f 5| 3 50 3,85
Responden 18 af 4| 5 5| 5/ 3 3 4 4 4 5 5 5 56 431
10{SMPN Ho.10 Responden 19 ol 2 4 4] 4] 4] 4] 3 4 4| 4 4 ¢4 4 381
Responden 20 4 BRAS 4 4 8 3 451 5 5% 4 S5 5% 423
SMAN
1|SMAN HNo.0l Responden 21 al 4 3| 3| 3 3| 4 4 4 5| 4 4 5 50 3,85
Responden 22 4 4 4 4 5 4 3| 3| 4 4 5 S| 5 M 415
SHEN No.02 Responden 23 4 4 3| 3| 3 4 6 5/ 5 4 3 4 5 93 3,53
Responden 24 ol 4| 4| 4| 5| 5[ 5 3 3 3 4 4 5 N 353
SHAN Ho.03 Responden 25 4l 4| 3| 3| 4| 3| 5 5| 4 4 5 5 5 o 415
Responden 26 4 3 4 4af 4 5| 4 4 4 5/ 5 4 3 8 353
SWAN No.ld Responden 41 8ol 2edi 2l 84 Bl 504l S AL W 31l
Responden 28 a4 5 5 3 4 5F S0 4 3 3 I 48 31t
SHAN Ko.05 Responden 29 4l 4 4 5 5 3 3 2 1 4 4 4 4 41 361
Responden 30 4 51 5 sl 4] 3 3y N OSPLHI Y § 5l 393
SMAN No.0B Responden 31 af 5| 5| 4 3| 3| 3 2 2| 5 4 3 3 46 3,54
Responden 32 20 2| 4 5/ 5| 4 3 3 1| 3 5 4 4 45 346
SMAN Ho.01 Responden 33 2l 1| 4| 4 4| 5 5| 2| 2 2 3 3 9§ 42 323
Responden 34 ol 4| 4| 4] 3| 3| 3 4f Hf 3 4 4 4 3,08
SHMAN No.08 Responden 35 4l 5 5| 4| 3 4] 4 3 21 4 4 4 5§ S 3,93
Responden 36 4 4 5 2| 1| 3 3| 3 3 2| 4 5 3 42 3,23
SMAN HNo.09 Responden 31 4 3| 5| 4 4 4 3 5| 5 4 4 5| 5 9 423
Responden 38 5| 4] 4 4] 4] 5 3 3 3 5 5 4 3 952 400
MRY My 1D Responden 39 gl 3l 4 4l 5! a3t 4l 4l st g 4 &4 54 415
Repden 80 | 4| o o o 8| 3| 3| 3 5| o 5| 5| o s | 4w
153 153] 161] 157| 165] 155| 154| 145] 146] 161{ 168 168] 170{  2048) 152,04
3,83] 3,83 |4,02(392] 4,12]3,87|3,85(3,62{3,65]4,02] 4,20{4,20{ 425 | 51,20 380




Lampiren &

HASIL KOESIONER PENEMPATAN GURU/PEGAWAI SESUAI DENGAN RKOMPETENSINYA

HOMOR Total NILAI
NAMA SEXKOLNH| RESPONDEN | 1| 2 | 3 | 4 RATA-RATA
SHiPN
1{SHPN Ho.01 Responden 1 4 4 5/ 5 18 450
Responden 2 4 5 4 4 11 425
2|SMPN Ho.02 Responden 3 B84 % 13 450
Responden 4 41 7 4 1251 B 18 450
3|SHPN Nol3 Responden 5 3 4 4 5 16 4,00
Responden b i 3 4| ¢ 14 350
4|SHPN No.04 Responden 1 4 4 5| 5 18 450
Responden § 3 4 4 4 15 3,15
5(SMPN No.05 Responden 9 4 5| 5[ 4 18 450
Responden 10 G o8 & b 20 5,00
b|SMPN NO.UD Kesponaen 11 g 9 4 ¢ v 3,00
Kesponaen 12 al af af o H 4,43
T|SHPH No.0T Responden 13 4 4w a5 18 450
Responden 14 4 4 4 5 17 425
8|SHPH Ko.08 Responden 15 4 4 4 5 17 425
Responden 16 41 k51 M6 19 415
§|SHPN No.08 Responden 17 3 BlIR % 15 400
Responden 18 3 HiN 3 ¢ 15 315
10{SMPN Ho.10 Responden 19 4 4 4 4 16 400
Responden 20 4 BGIW 5 3 13 4,15
SMAN
1{SHAN HNo.0l Responden 21 4 4 4 ¢ 16 400
Responden 22 3 3 5] § 16 400
SMAN No.2 Responden 23 4 3 3 § 15 315
Responden 24 | | 18 4,50
SMAN No.03 Responden 25 a4 9 16 4,00
Responden 26 4 4 4 4 16 4,00
SHAN No.04 Responden 21 4 3 4 4 15 3,15
Responden 28 § 5 -5 4 13 475
SMAN No.05 Responden 29 Sengl Al=5 15 3,15
Responden 30 4 9 5 3 19 475
SMAN No.06 Responden 31 4 4 5 5 18 450
Responden 32 4 5 4 3 16 400
SMAN No.0T Responden 33 4 4 4] 5 17 4,25
Responden 34 3 2| 5 5 15 315
SMAN No.08 Responden 35 4 4 4 4 16 4,00
Responden 36 3 3 4 4 14 3,50
SMAN No.09 Responden 31 5/ 5 4 5§ 19 415
Responden 38 4 4 5 4 11 425
SHAN No.l0 Responden 39 5 5 4 3§ 19 475
Responden 40 4 3 4 5 16 4,00
Jumlah 155| 163| 175| 181} 674 152,50
Rata-Rata Hilai 3871407 [437 |452] 1685 381




LAMPIRAN 3
HASIL KOESIONER STANDAR PELAYANAN PENDIDIKKAN
PADA JENJANG SEKOLAH SMP/SMA

HOIIOR Total NILAIL
NO | NAMA SEKOLAM | RESPONDEN | 1| 2 | 3 4 RATA-RATH
SHIPN
1{SHPN Ho.01 Responden 1 4 5 5 4 18 450
Responden 2 4 4 4 5§ 17 425
2|SMPN Ko.02 Responden 3 5 5 4 3§ 19 475
Responden 4 ih B s 18 450
3{SHPH HNo.03 Responden 5 R 19 475
Responden 6 4 4 5 5 18 450
4(SMPN Ho.04 Responden 1 5| 5 4] 3§ 19 3,80
Responden 8 4 4 5| 5 18 450
5|SHMPH Ho.05 Responden 9 4 4 4 5 11 475
Responden 10 4 4 3 3 14 3,50
b|SmPN NO.UD Kesponaen 11 al & 9 4 1 5,10
Kesponaen 12 al 4 3] » 15 3,90
T{SMPHN No.0T Responden 13 2l 4 4 5 15 315
Responden 14 4 4 5 4 17 425
8{SHPN Ho.08 Responden 15 5 4 5 § 19 475
Responden 16 4 5 5 5 19 415
9|SMPN No.09 Responden 11 i B 1Y ¢ 15 315
Responden 18 Bl W W4 4 18 450
10{SHPN Ho.10 Responden 19 4l 4 5| § 18 450
Responden 20 Bl W4 4 11 4,25
SHAN
1{SMAN No.0l Responden 21 51 4| 4] 3 16 400
Responden 22 5 3 4 4 16 400
SMAN Ho.02 Responden 23 5 4 4 4 11 425
Responden 24 4 5 4 4 17 425
SHMAN No.03 Responden 25 g 5] 5%8 13 475
Responden 26 G L 18 450
SMAN No.04 Respenden 21 g | B 18 450
Responden 28 4 L4l —3~F 16 400
SMAN No.05 Responden 29 gl B 18 450
Responden 30 4 4 5 & 18 450
SHAN HNo.06 Responden 31 4 4 5 3 16 400
Responden 32 4 4| 4] 4 16 400
SHMAN No.0T Responden 33 4f 5| 5| 5 19 475
Responden 34 4 3 3 2 12 3,00
SMAN No.08 Responden 35 5 4 4 5 18 4,50
Responden 36 5| 4 5 3 11 425
SMAN No.09 Responden 37 5 4 5 5 19 415
Responden 38 4 4 5 5 13 450
SHAN No.l0 Responden 39 4 3 4| 4 15 315
Responden 40 4 4 4 5 11 425
JUHLEH 169| 165| 176] 178] 688 207,85
NILAI RATA-RATE 422412 |440 |445| 1720 519




LAMPIRAN 4
HASIL KOESIONER STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NOMOR  |No.Pertanyaan Total NILHI
NO | NANA SEROLAH| RESPONDEN [ 1| 2 | 3 | 4 RATA-RATA
SMPN
1|SHPN Nodll Responden | 4 4 3| 5 16/4,00
Responden 2 5 4 4 4 171425
2{SHIPN No.02 Responden 3 4 B 4l b 18/4,50
Responden 4 4 4 5 5 184,50
3|SHPH No03 Responden 5 4 3| 4 5 16{4,00
Responden 6 5] § 4 ¢ 18}4,50
4|SHPH No.04 Responden T 51 5] 5 4 19}4,75
Responden 8 5 5 4 § 19{4,15
5|SHPN Ho.05 Responden 9 4 4 5§ § 18/4,50
Responden 10 5| 5 4 ¢ 184,50
b{dMPA Ho.Lb [REsponuen 17 34 3 % 153,19
RESpONaeEn 12 Y I I T1[3,23
T|SMPN Ho.0T Responden 13 4 3 4 4 15{3,15
Responden 14 4§ 4 5 O 18/4,50
8|SHPH Ho.08 Responden 15 5 3| 4] 4 16{4,00
Responden 16 o Bl .4 9 1914,75
9|{SHMPN Ho.09 Responden 11 4 4 4 4 1614,00
Responden 18 4 BL5 & 18{4,50
10|SHPN Ho.10 Responden 19 4 4 4 5 17]4,25
Responden 20 5 5 4 4 18{4,50
SHMAN
1|SMAN No.l Responden 21 4 4 5| 3 16(4,00
Responden 22 4 4 4] 5 1714,25
SHAN Ho.02 Responden 23 3l 4 4 4 15(3,15
Responden 24 5 4 4| 5 1814,50
SHMAN Ho.03 Responden 25 a N 5. 17]4,25
Responden 26 5 4 4] 4 17/4,25
SMAN Ho.04 Responden 21 dvdl o 4 16{4,00
Responden 28 5| 4 5 3 17/4,25
SHMAN No.0S Responden 29 5| 4 5§ 5 19}4,15
Responden 30 4f 4 5 3 164,00
SMAN No.b Responden 31 5 3 3| 3 1413,50
Responden 32 3 4] 4] 1 15{3,15
SMAN Ho.01 Responden 33 4 4 5] 5§ 1814,50
Responden 34 4 4 4 13 15/3,15
SMAN No.08 Responden 35 4 4 5 3 16{4,00
Responden 36 4 4 4 3 153,15
SMAN No.09 Responden 37 4 5 5| 4 18450
Responden 38 4 5 5 5 194,15
SHAN No.I0 Responden 39 5 5| 4 & 191415
Responden 40 5 4 5 4 18}4,50
JUMLEH 171] 166 | 173 | IT1 L) 181,75
RATA-RATA NILAI 427( 415(432/421] 11,02 454




LAMPIRAN 5
HASTL KOESIONER STANDAR KUALITAS SISWA

DAN GURU
NOMOR  |No.Pertanyaan | Total NILAL
HO | NAKA SEKOLAH| RESPONDEN | 1 2 3 RATA-RATA

SMPN
1{SHPH No.dl Responden | 5 5 5 1515,00
Responden 2 3 4 4 11{3,60
2|SHPN Ho.02 Responden 3 4 4 § 131433
Responden 4 4 H & 12{4,00
3|SHPH Ho.03 Responden 5 5 5 5 15(5,00
Responden 6 4 4 4 12{4,00
4/SHPN He.0d Responden 1 4 4 5 13]4,30
Responden 8 5 5 5 1515,00
5|SHPN Ho.05 Responden 9 : 4 5 131433
Responden 10 5 4 4 131433
b|SMPA NoUY 'KESHONTER 11 g g 5 13[4,33
KESpOnEen 12 g 3 5 T3[3,67
T|SMPN Ho0T Responden 13 B 4 5 13(4,33
Responden 14 4 5 5 14{4 67
8|SHPH Ho.08 Responden 15 4 4 4 121400
Responden 16 4 4 4 12{4,00
9|SHPH He08 Responden 11 5 4 4 131433
Responden 1§ 4 5 4 131433
10{SMPH Ha.10 Responden 19 4 4 5 134,33
Responden 20 4 4 5 13(4,33

SMAN
1|SMAN ol Responden 21 4 4 4 12{4,00
Responden 22 4 4 4 12/4,00
SMAN Ho.02 Responden 23 4 4 4 12{4,00
Responden 24 3 3 4 10/3,33
SHAN Ho03 Responden 25 3 3 4 10{3,33
Responden 26 4 5 5 14{4,61
SHMAN Ho.04 Responden 21 4 4 4 12/4,00
Responden 28 5 4 3 12/4,00
SHAN No.05 Responden 29 4 3 3 10{3,33
Responden 30 5 4 4 13(4,33
SHAN HNo.06 Responden 31 4 i 4 12/4,00
Responden 32 4 4 4 12{4,00
SHAN No.01 Responden 33 2 3 3 812,61
Responden 34 3 5 3 11{3,67
SMAN Fo.08 Responden 35 3 3 3 9(3,00
_ Responden 36 3 2 | 62,00
SMAN Ko.09 Responden 31 4 4 5 131433
Responden 38 4 4 5 13]4,33
SMAN No.l0 Responden 39 5 4 5 14]4,67
Responden 40 3 4 5 12{4,00

JUHLRH 159 [ 161 | 169 489 208,54
NILAI RATA-RATA 397 402 | 422 | 1223 521




Lampiran 6

Hasil lengkap validitas dan realibilitas data

Kualitas Pengendalian Administratif (X)

Correlation
| | o~ |
P1 | P2 | | Pe | P7 | P8 P9 | P10 P11 P12 | P13 | P14 P15 | P16 | P17
Pertanyaan | Pearson ‘ ‘ ; - | ; | ; 1
f Cotiatation 1 | 522 | 578 86 543 | 678 | 465 | 485 | 571 | 450 431 591 459 565 435 585 450
Sig. (2-tailed) | 452 | 919 876 432 | 923 ' 308 688 663 | 758 452 | 439 528 658 480 450 540
N 40 40| 40 40 40| 40 | 40 40 40 40 40 | 40 40 40 40 40 40
Pertanyaan | Pearson - i ‘ '
! ; 1 47 4 087 | . . 455 | ; . g ]
5 Corralation 522 l 545 3 501 | 456 087 074 083~ .455 | 076 059 068 468 489 751 487
Sig. (2-tailed) .452 i .128 450 | 535 | .058 595 | 850! .936 | .453 .826 | .718 675 567 678 679 .680
N 40| 40| 40 40 | 40 | 40 40 40 40 \ 40 40 “ 40 40 40 40 40 40
Pertanyaan | Pearson l | ‘
3 Correlation 578 | .545 1 547 043 | -456 435 436 436 487 097 502 497 585 598 497 497
Sig. (2-tailed) 919 | .128 656 806 | .476 045 542 542 | 549 552 533 552 560 578 552 552
N 40| 40| 40 40 | 40| 40 40 40 | 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Pertanyaan | Pearson \ ‘ 3 \
d 4 473 | 547 | 1| 457 44 . = ; = -
4 Gerralaling 86 3 | | 503 9 453 453 456 040 435 550 465 570 550 550
Sig. (2-tailed) 876 | 450 | 656 | 453 | 529 | 521 516 .045 567 808 467 953 856 950 953 953
N 40| 40| 40| 40 40| 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Pertanyaan | Pearson 7 1
: 045 | T8 | 088 | . :
5 s 543 | 501 | 043 | 457 1] .05 | .439 407 | 431 491 073 513 454 450 460 454 454
* o | 1
Sig. (2-tailed) | 432 | .535 | .806 | 453 | 731 | 808 | .6s5 i 452 | 439 | 653 | 486 | .417| .435| 420 47| 417
N 40 g 40 | 40| 40 40 | 40 | 40| . 40 | 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Pertanyaan | Pearson s : l !
8 Curtation 078 | 456 | -456 | -.503 056 | 1 | 479 514 045 091 045 579 .094 563 562 .094 .094
Sig. (2-tailed) 923 | .058 | .476 529 731 | .056 484 785 578 803 568 564 .564 560 564 564
N 40 l 40 | 40 | 40 40 | 40| 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40




. T !
Peranysan | Pearson 465 | 087 449 | 439 | 479 1| 438! 092! 7| -427| -057| s16| 40| 574| 516|516
i Correlation 435 | ¢ |

Sig. (2-tailed) | 308 | 595 | .045 | .521 809 | .056 | .045| 574 | 1.000 559 | .867| .475| .485| 480| 475| 475

N 40| 40| 40 40 40| 40 40 | 40 ‘ 40 | 40 40 40 40 40 40 40 40
Pertanyaan | Pearson 465 | 074 | 436 | -453 407 | 514| 438 1 463 | 498 547 | 97| .053| .456 452 | 053] 083
8 Correlation

Sig. (2-tailed) 688 | B850 | 542 | 516 655 | 484 045 056 051 774 634 .888 780 815 .888 888

N 40| 40| 40 40 40| 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Fartanyaan | Pasrson 5071, 083 | 436| -453 | .431 | 092| 483 11 46| o0e0| 468! 547| 545|  s46| 547|547
9 Correlation .045 | ‘

Sig. (2-tailed) 663 | .036 | .542 .045 452 | .785 574 056 | ' 050 951 052 | 534 530 530 534 534

N 40| 40| 40| 40 40| 40 40 40 | 40 40 40 | 40 40 40 40 40 40
reranyasn. | Fearaon 450 | 455 | .456 | .000 491 -\ s67| 498| 466 1 428 | .050 -38 445 | 438| -138]| -138
10 Correlation 001

Sig. (2-tailed) 758 | .453 | 567 | 1.000 439 | 578 | 1.000 .051 .050 053 762 .394 .390 594 394 .394

N 40| 40| 40 40 40| 40 40 | 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Pertanyaan | Pearson 5 ) '

. 04 ) -4 p 4 4 1 ; 04 ; ; 04 04

o tiermatation 431|076 | 4| 040 973 | 27 427 547 28 496 046 446 678 046 046

Sig. (2-tailed) | .4s2 | .826 | .808 | .808| .653  .803 559 | 559 | 774 |  .053 045 | 828| .850| .830| .828| .828

N 40| 40| 40 40 40| 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Pertanyaan | Pearson 591 | 059 | .a3s| 13| 579| -057| -057| 67| .o50| .49 1 483 483 | 40| 482 483
12 Correlation 502

Sig. (2-tailed) | .438 | 718 | 533 467 | 486 | 568| 867 | .867| 634| .782| .045 459 459 460 459 459

N 40| 40| 40 40 40| 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
P;’”a"yaa” Pearson 459 | 088 | 497 550 454 | 094| .004| 053| .547| .547| .048| 483 654 660 650 654 654
1 Correlation ;

Sig. (2-tailed) 528 | 675 | .552 953 417 | 564 564 888 534 534 828 459 765 778 780 765 765

N 40| 40| 40 40 40| 40 40 40 40 40 40 | 40 40 40 40 40
Pertanyaan | Pearson
14 s 1| .573| .068| .424 |

Sig. (2-tailed) | 589 | 675 | .446 ‘

N 40| 40| 40 40 ‘




Pertanyaan | Pearson [ \ |
Correlation ol o fh 1 - !
15 | Sig. (2-tailed) 000 | |.270 | .337 |
gl N 40| 40| 40 40 |
Pertanyaan | Pearson ; |
Correlation B e \ ‘ o !
16 Sig. (2-tailed) | 675 | 270 .005 |
N 40 40 40 | 40
Pertanyaan | Pearson | | |
e 424 | 156 | .268 | 1
17 Sig. (2-tailed) | .446 | .337 | .095 |
s N 40| 40| 40.. 40

** Correlation is significant at the 0.01 level (2. -ued).

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

N %
Cases Valid 40 100.0
Excluded( 0 0
a) :
Total 40 100.0

a Listwise deletion based on all variables in the procedur

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items

877 |

L




Standar Pelayanan Minimum (SPM) (Y)

P1 P2 P3 P4
Pertanyaan | Pearson 1 045’ 531 | 098
1 Correlation ] j =

Sig. (2-tailed) .855 .458 546

N 40 40 | 40 | 40
Pertanyaan | Pearson - 045 1 : 498 434 |
2 Correlation ’ i

Sig. (2-tailed) .855 .062 .045

N 40 40 40 | 40
Pertanyaan | Pearson 531 498 1 | 845‘
3 Correlation : : ; .

Sig. (2-tailed) 458 | 062 | : 567

N 40 40 | 40 | 40
Pertanyaan | Pearson 008 434 845 1
4 Correlation ' ' '

Sig. (2-tailed) 546 045 567 |

N 40 40 | 40 40
Pertanyaan | Pearson 1 432 ' 468 455
5 Correlation ’

Sig. (2-tailed) 150 .301 T37

N 40 40 | 40 40
Pertanyaan | Pearson 432 | 1 | 147 197
6 Correlation E il : —

Sig. (2-tailed) 150 364 | 222

N 40 40 40 40
Pertanyaan | Pearson 468 147 1 024
7 Correlation 3. i ==

Sig. (2-tailed) 301 364 | .885

N 40 40 | 40 | 40




il {0 45| 197 024 1
Sig. (2-tailed) 737|222 885 |
N 40 | 40 | 40 | 40
Sertanyaan E(e;frflc;?ion 1 ! 4 | i 1 s
Sig. (2-tailed) 005 | 551 | 951
N 40 40 | 40 | 40
0 | oo 4% | -,
Sig. (2-tailed) 005 364 | 222
N 40 40 | 40 | 40
F:;artanyaan Pearson 097 147 | 1| 024
Correlation .
Sig. (2-tailed) 551 | 364 .885
N 40 | 40 40 | 40

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed

Case Processing Summary

N %
Cases  Valid 40 | 100.0
Excluded( 0 0
8} |
Total 40 | 100.0
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of ltems
813 11
»
.



LAMPIRAN 8

Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.2

. Kolmogorov-Smirnov
Variabel W 5 5
Statistic Sig. Keterangan

Kualitas Pengendalian 0.110 0.070 Nl

Intern

FilaccaliinE e | o 0.083 | Normal

Pelayanan Minimum

Tabel 4.4
Hasil Uji Homogenitas Data
Variabel Levene : .

No St o liian S tistic Df1 Df2 Sig. | Keterangan
l. | Kualitas 4.788 25 51 0.515 | Homogen

pengendalian

administratif




LAMPIRAN 9

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 4.5  Analisis Regresi Kualitas Pengendalian Administratif terhadap
Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)

> Koefisien | Standar Traner g
Variabet Regresi Error | M a=0,05 Sig
Kualitas Pengendalian 0,416 7.373 5,427 1,65 0,000
administratif (X)
Constanta =41,143
Std. error of Est =0,075
R square =0,267
R =0,517
Tabel 4.6 Analisis Hasil Uji F
JK DF Mean Fhitung Sig
Square
Regression 1603,688 | 1603,688 | 29,482 0,000
Residual 4351,330 80 54,390
Total 5955,018 31

Tabel 4.7  Analisis Regresi Kualitas Pengendalian Administratif terhadap
Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)

} Koefisien | Standar Toraber o
Vs Regresi Error | ‘W | 4—gg5 | Sig

Kualitas pengendalian admi 0,251 3,639 6,603 1,95 0,000
nisratif (X)

Constanta =7,463

Std. error of Est =0,038

R square =0,353

R =0,594
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